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ABSTRACT 

THE EVALUATION OF APPRAISAL PROCESS OF GOVERNMENT 
EMPLOYEES' WORK PERFORMANCE AT THE OFFICE OF 

SILVICUL TURE AND AGRICULTURE AND FOOD SECURITY OF 
NORTH BORNEO PROVINCE 

Ani Juhairiah 
anijuhairiah@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

The background of this research was the evaluation of appraisal process of 
government employees' work performance at the office of silviculture and 
agriculture and food security of North Borneo province that is still considered 
under achievement. This is because the evaluation of government employees' 
work performance is not in accordance with the rules and regulations. The 
problems that were analyzed in this research are: How is the evaluation of 
government employees' work performance?, What are the factors that determine 
the succes of evaluation of appraisal process of government employees' work 
performance?, What are the efforts that must be done to improve the government 
employees' work performance? 

This purpose of this research is to analyze the work performance process, 
the factors that determine the succes of evaluation of appraisal process, and the 
efforts that must be done to improve the govenunent employees' work 
performance.This research used qualitative method and used a case study in the 
focus. The collection of data was done by thorough interview, observation and 
documentation. 

The appraisal evaluation process of government employees' work 
performance is influenced by the following factors: 1) Juridical, i.e. the clarity of 
lawsuits; 2) Human resource, i.e. the human resource management that regulate 
the system of work performance evaluation and the evaluator's ability in 
evaluating; 3) Information and technology, i.e. the information and technology 
that is relevant to the system of appraisal process evaluation; 4) Reward and 
punishment, i.e. compensation management to drive employees to improve their 
work performance; 5) Leadership commitment, i.e. a commitment of organization 
leader about the importance of evaluation of appraisal process that is conducted 
accordingly . The efforts that must be done to improve the evaluation process of 
government employees' work performance is by giving training to the evaluator 
about objective evaluation method, helping evaluator know deep procedure and 
the use of instrument mechanism, as well as the importance of evaluator's 
objectivity to prevent subjectivity. 

Keywords: Evaluation,process, appraisal, performance. 
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ABSTRAK 

EV ALUASI PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGA WAI 
NEGERI SIPIL PADA DIN AS PERT ANIAN KEHUT ANAN DAN 

KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

Ani Juhairiah 
anijuhairiah@gmail.com 

Program PascaSarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan dan hasil penilaian 
prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan 
Utara yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh proses pelaksanaan penilaian 
prestasi kerja belum diterapkan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. 
Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah proses penilaian prestasi kerja 
Pegawai Negeri Sipil? Faktor-faktor apa sajakah yang rnenentukan keberhasilan 
dalam proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil? Upaya-upaya apa 
sajakah yang perlu dilakukan untuk perbaikan proses penilaian prestasi kerja 
Pegawai Negeri Sipil? 

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penilaian prestasi kerja, faktor­
faktor yang menentukan keberhasilan dalam proses penilaian prestasi kerja, dan 
upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan proses penilaian prestasi kerja 
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kchutanan dan Ketahanan Pangan 
Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus yang terfokus. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Proses penilaian prestasi kerja Pcgawai Ncgcri Sipil dipcngaruhi oleh 
heberapa faktor: I). Yuridis yaitu kcjelasan tuntutan hukurn; 2). Sumbcr daya 
manusia yaitu manajemen sumberdaya yang rnengatur mekanisme sistem 
pcnilaian prestasi kerja serta kemampuan penilai dalam rnclakukan penilaian; 3). 
lnformasi teknologi yaitu infonnasi teknologi tcrkait sistcm pclaksanaan penilaian 
prestasi kerja; 4). Re11ard dan punishment yaitu mamjcmcn kompensasi untuk 
mendorong pegawai meningkatkan prestasi kc1ja: S). Komitmcn pimpinan yaitu 
kornitmen dari pimpinan organisasi terhacbp pcntingnya suatu pcnilaian prestasi 
kerja yang dilakukan secara tepat dan benar Upaya-upaya yang perlu dilakukan 
untuk memperbaiki proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil adalah 
memberikan pelatihan para penilai tentang teknik penilaian yang obyektif, 
membantu para penilai memahami secara mendalam prosedur dan mekanisme 
penggunaan instrumen penilaian, dan menekankan pentingnya usaha para penilai 
untuk menghindari subjektivitas dalam melakukan penilaian. 

Kata Kunci: Evaluasi, proses, penilaian, prestasi kerja. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemerintahan otonomi barn hasil dari 

pemekaran Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten 

yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Pada level yang lebih rendah Provinsi 

Kalimantan Utara terdiri dari 44 kecamatan dan 437 desa. 

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik, jumlah Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) Pemcrintah kahupaten/kota sc- Kalimantan Utara sebanyak 

16.641 orang, scdangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri hingga 

tahun 2014 mcrniliki jumlah personil Pegawai Ncgeri Sipil (PNS) sebanyak 408 

orang, sehingga jumlah keseluruhan Pegawai Ncgeri Sipil (PNS) di Provinsi 

Kalimantan Utara Kalimantan Utara adalah 17.049 orang (Tabel 4.1 dan Tabel 

4.2). 

Tabet 4.1. Distribusi .Jumlah Aparatur Provinsi Kalimantan Utara 
13enhsarkan knj·rnu Pcndidikan dan Golonuan ' . ' . ' . ..... . .... 

Jenjang Pendidikan 
Golongan 

! II III IV 
SD-SLTP 2 - - -

SMA/SMU/SMK - 49 8 -
D3 - 19 - -
Sl - - 145 31 
S2 - - 64 89 
S3 - - - -

Sumber: Biro Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 

69 
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Berdasarkan tabel 4.1, menggambarkan distribusi jumlah aparatur Provinsi 

Kalimantan Utara berdasarkan jenjang pendidikan terdiri atas yang berpendidikan 

Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) yang 

menempati posisi golongan I sebanyak 1 orang, berpendidikan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan sederajat sebanyak 49 orang menempati posisi golongan II dan 8 

orang menempati posisi golongan Ill serta sebanyak 19 orang yang berpendidikan 

D3 menempati posisi golongan II. Sedangkan jumlah aparatur yang berpendidikan 

S 1 sebanyak 145 orang menempati posisi golongan III dan 31 orang menempati 

posisi golongan IV, selebihnya berpendidikan S2 sebanyak 64 orang menempati 

posisi golongan Ill dan 89 orang menempati posisi golongan IV. 

Tabel 4.2. Distribusi .Jumlah Pcgawai Ncgcri Sipil di Wilayah Provinsi 
Kalimantan Utara Berdasarkan Golongan 

Golongan 
Daerah TingL1t 1/11 I II lll IV Jumlah 

Kabupaten Bulungan 74 1.324 1.956 654 4.008 

Ko ta T arakan 51 1.289 1.857 674 3.871 

Kabupaten Malinau 58 1.482 1.499 375 3.414 

Kabupaten Tana Tidung 9 580 648 53 1.290 

Kabupaten Nunukan ----+--- 145 1.511 1.910 492 4.058 

Provinsi Kalirnantan Utara ') 68 218 120 408 

Jumlah 339 6.254 8.088 2.368 17.049 

Sumber: Biro f:epegawaia11 Provi11si Kalimanran Utara dan BPS 
Kah11;)([1e11/Kota se-Prm·insi Kolimanton Utara tahun 201 .f 

Berdasarkan sumber data pada tabel 4.2 tcrsebut, menggambarkan bahwa 

jumlah Pega\\~;i Ncgeri Sipil di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 

17.049 orang yang tersebar di kabupatcn/kota berdasarkan golongan yaitu 

sebanyak 339 orang menempati posisi golongan I, 6.254 orang menempati posisi 
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golongan II, 8.088 menempati posisi golongan III dan 2.368 orang menempati 

posisi golongan IV. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi 

Kalimantan Utara sendiri dari jumlah tersebut hanya berjumlah sebanyak 408 

orang yang terdistribusi berdasarkan golongan yaitu golongan 1 sebanyak 2 orang, 

golongan II scbanyak 68 orang, golongan III sebanyak 218 orang dan golongan 

IV sebanyak 120 orang. Hal ini mengidentifikasikan bahwa dari segi kuantitas 

sumber daya rnanusia aparatur Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Utara 

masih sangat kurang yaitu hanya sebesar 2,39 % dari jumlah seluruh Pegawai 

Negeri Sipil di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 

Tabel 4.3. Distribusi Jumlah Pcgawai Ncgcri Sipil di \-Vilayah Provinsi 
Kalimantan Utara Berdasarkan Jcnjang Pendidikan 

Daerah Tkt l.'11 
Jcn'ang Pendidikan 

SD SMP SMA DIPLOMA SI S2 S3 

Kab. Bulungan i 52 54 1.379 828 1.597 97 I 
Kata Tarakan I 26 46 1.162 707 1.767 163 -

Kab. Malinau 
--t 

29 37 1.156 823 1.257 111 I _[ 
Kab. Tana Tidu11: 
Kab. Nunukan 
Provinsi Kaltara 
Jumlah 

'jjs 7 119 548 592 21 -

97 1.333 838 1.596 116 -

-~1~8 2 57 19 176 153 l 
243 5.206 3.763 6.985 661 3 

Sumber Bim Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara dan BPS 
Kuh11puten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara Talnm 201-1 

Jumlah 

4.008 
3.871 
3 .414 
1.290 
4.058 
408 

17.049 

Berdasarkan surnhcr data pada tabel 4.3 tersebut. rnenggambarkan bahwa 

jumlah Pegaw~li Ncgeri Sipil di wilayah Provinsi Kalirnantan Utara scbanyak 

17 .049 orang yang terse bar di kabupaten/kota berdasarkan jcnjang pendidikan 

terdiri atas selxmyak 188 orang berpcndidikan SD, 243 orang berpendidikan SMP, 

5.206 orang hcrpendidikan SMA, 3,763 orang berpendidikan Diploma, 6.985 

orang berpendidikan S 1, 661 orang berpendidikan S2 clan sebanyak 3 orang yang 

berpendidikan S3. Dari jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil tersebut yaitu 
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sebanyak 408 orang Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara masing­

masing sebanyak 2 orang berpendidikan SMP, 57 orang berpendidikan SMA, 19 

orang berpendidikan Diploma, 176 orang berpendidikan S 1, 153 orang 

berpendidikan S2 dan sebanyak 1 orang yang berpnedidikan S3. Dari distribusi 

Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan jenjang pendidikan 

tersebut, kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Utara 

kurang lebih 43% yang berkualifikasi Sl, kurang lebih 37,5% berkualifikasi S2 

dan dan hanya 0,24% yang berkualifikasi S3. Hal ini mengidentifikasikan bahwa 

dari segi kualitas sumber daya manusia aparatur Pegawai Negeri Sipil di Provinsi 

Kalimantan Utara juga sudah cukup memadai yaitu ada sekitar 80,5% yang 

mempunyai kualifikasi pendidikan S 1 dan S2. 

Pemerintahaan Provinsi Kalimantan Utara saat ini dipimpin oleh Penjabat 

Gubernur, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah (SETDA) dengan 3 (tiga) 

orang Asisten yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1), 

Asisten Perekonornian dan Pembangunan (Asisten II), Asisten Administrasi 

Umum (Asistcn Ill). Sedangkan untuk pelaksanaan teknis operasional 

pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang sampa1 saat 1111 berjumlah 28 

Dinas/Badan/Kantor/Biro, yaitu: 

a. Biro Pemerintahan Umum 

b. Biro Hukum dan Organisasi 

c. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 

d. Biro Perekonomian dan Pembangunan 
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e. Biro Layanan Pengadaan 

f. Biro Kepegawaian dan Diklat 

g. Biro Keuangan dan Asset 

h. Biro Umum dan Humas 

1. Badan Percncanaan Pembangunan Daerah 

J. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

k. Badan Pengelola Perbatasan 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi 

m. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu 

n. Badan Lingkungan Hidup 

o. Badan PMD, PP, KB dan Pemdes 

p. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 

q. Dinas Kcschatan 

r. Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

s. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika 

t. Dinas Pckcrkaan Umum dan Tata Ruang 

u. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 

v. Dinas Pendapatan Daerah 

w. Dinas Pcrindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) 

x. Dinas Encrgi dan Sumber Daya Mineral 

y. Dinas Kelautan dan Perikanan 

z. Satuan Polisi Pamong Praja 
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aa. Inspektorat 

bb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Utara tel ah terbentuk Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan hasil Pemilihan Umum 

tahun 2015 yang berjumlah sebanyak 35 orang. Keanggotaan DPRD Provinsi 

Kalimantan Utara berasal dari partai politik yaitu partai Demokrat 5 orang, partai 

Golkar 4 orang, partai Hanura 4 orang, partai PDIP 4 orang, partai Gerindra 4 

orang, partai Amanat Nasional 3 orang, partai Nasdem 2 orang, partai Kesatuan 

Bangsa 2 orang, partai PKS 2 orang, partai Bulan Bintang 2 orang, partai 

Persatuan Pembangunan 2 orang. dan partai PKPI 1 orang. 

Selain itu diwilayah Provinsi Kalimantan Utara terdapat 5 DPRD tingkat 

kabupaten/kota. yaitu : DPRD Kabupaten Bulungan, DPRD Kabupaten Malinau 

DPRD Kabupaten Nunukan. DPRD Kabupaten Tana Tidung, dan DPRD 

Kota Tarakan. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, 

dan Kota Tarakan masing-masing berjumlah 25 orang, sedangkan jumlah 

anggotan DPRD Kabupatcn Tana Tidung dan Kabupaten Malinau masing-masing 

berjumlah 20 orang. 

Adapun instansi pemerintah yang melaksanakan tugas yudisial di wilayah 

Provinsi Kalimantan Utara mcliputi Kantor Pengadilan Agama, Kantor 

Pengadilan Ncgeri dan Kantor Kejaksaan yang berada baik di Kabupaten 

Bulungan, Kabupaten Nunukan. Kabupaten Malinau, dan Kota Tarakan, 

sedangkan Kabupaten Tana Tidung untuk sementara ini sampai akhir tahun 2014 

belum memiliki lembaga yudisial. Untuk lembaga kepolisian yang bertugas dalam 
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hal keamanan masyarakat dan penegakan hukum yang berada di wilayah Provinsi 

Kalimantan Utara terdiri dari 4 Polres, 21 Polsek dan 1 Kompi Brimob. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabcl 4.4. Lembaga Kepolisian di Provinsi Kalimantan Utara 

Kabupaten/Kota 
Narna Satuan Berdasarkan Jenis Satuan 

Po Ires Polsek Brimob 
Bulungan Polres Bulungan 1. Polsek Tanjung Selor 

2. Polsek Peso 
3. Polek Tanjung Palas Barat 
4. Polsek Tanjung Palas Timur 
5. Polsek Tanjung Palas Utara 
6. Polsek Bunyu 
7. Polsek Sekatak 

Malinau Polres Malinau 1. Polsek Malinau Kota 
2. Polsek Malinau Barat 
3. Polsek Malinau Utara 
4. Polsek Malinau Selatan 

Nunukan Polres Nunukan 1. Polsek Nunukan 
2. Polsek Sebatik 
3. Polsck Krayan 
4. Polsek Lumbis 
5. Polsek Sebuku 
6. Polsck Sembakung 

Tana Tidung I l. Polsek Sesayap 
i 2. Polsck Tana Lia I 

Tarakan I Polres Tarakan I 1. Polsck Tarakan Barat Kompi 
i 

I 12. Polsek TarakanTimur Brimob 
I 3. Polsck TarakanTcngah Tarakan 

I I 4. Polsck Tarakan Utara 

Sumber: dioluh dari berbagai sumber tahzm 2014 

Sedangkan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), di wilayah Provinsi 

Kalimantan Utara yakni TNI Angkatan Darat (TNl-1\D), TNI J\ngkatan Laut 

(TNI-AL), dan TNI Angkatan Udara (TNT-AU). Di Kota Tarakan sudah ada TNI-

AD, TNI-AL dan TNI-AU, sedangkan Kabupaten Nunukan sudah ada TNI-AD 

dan TNI-AL scrta untuk kabupaten lainnya baru ada TNI-AD. 
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Untuk fasilitas dan sarana pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara di 

Provinsi Kalimantan Utara tersebar pada kabupaten/kota mulai dari jenjang 

pendidikan TK, SD, SL TP, SMU, SMK dan Perguruan Tinggi. Dimana Gedung-

gedung sekolah yang dibangun di kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan 

Utara umumnya telah memnuhi standar kualitas secara fisik untuk mendukung 

pmoses penyclenggaraan pendidikan, meskipun dari segi perbandingan jumlah 

sekolah antara jenjang pendidikan tersebut belum proporsional. Jumlah lembaga 

pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.5 . .Jumlah Lcmbaga Pcndidikan Bcrdasarkan .Jcnjang Pendidikan 
di Provinsi Kalimantan Utara 

Jenjang Pendidikan Jumlah 

Taman Kanak-Kanak (TK) 153 
Sekolah Dasar (SD) 461 
Sekolah Mcncngah Pertama (SMP) 162 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SL TA) 87 
Akademi 2 
Sekolah Tinggi 4 
Universitas 2 
Jumlah 871 

Sumber: BPS Kahupaten/Kota se-Kolimatan Utara (201 ../) 

Berdas~:rkan sumbcr data tersebut. dapat dikctahui jumlah lembaga 

pendidikan \\ i \ayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 871 yang terdiri atas 

Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 153 unit, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 461 

unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 162 unit, Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLT A) sebanyak 87 unit, Akademi sebanyak 2 unit, Sekolah Tinggi 

sebanyak 4 unit dan Universitas sebanyak 4 unit. 
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2. Deskriptif Objek Penelitian 

Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara terbentuk berdasarkan Peraturan Gubemur (PERGUB) Nomor 3 Tahun 

2013 tentang organisasi dan tata ke1ja Dinas Provinsi Kalimantan Utara, dimana 

Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang membantu Gubemur sebagai perpanjangan tugas 

pemerintah pusat di bidang pertanian, kehut::man dan ketahanan pangan. 

a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu 

unsur Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang dipimpin oleh Kepala Dinas 

yang berada di bawah tanggung jawab Pj. Gubemur melalui Sekretaris Provinsi. 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

organisasi dan tata kerja Dinas Provinsi Kal imantan Utara. 

Tugas pokok Dinas Pertanian Kehutan~m dan Ketahanan Pangan membantu 

Gubemur melaksanakan pembangunan di Bidang Pcrtanian. Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan di Kalimantan Utarn yang menyangkut kebijakan, strategi 

pembangunan, teknis. evaluasi dan monitoring scrta koordinasi baik antar 

kabupaten/kota se Kalimantan Utara maupun pcnghubung antara pemerintah pusat 

dan kabupatcn/kota di Kalimantan Utara sdain itu rnenjalin kerjasama antara 

provinsi maupun dengan pihak swasta nasional untuk kemajuan sektor pertanian, 

kehutanan dan ketahanan pangan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan rnemiliki fongsi sebagai berikut: 
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Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, dan kehutanan. 

1 ). Pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, 

perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, dan kehutanan. 

2). Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, dan kehutanan. 

3). Pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, 

perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, dan kehutanan. 

4). Penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura, pcrkebunan, peternakan, kctahanan pangan, dan kehutanan. 

5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi. 

Dinas Pertanian Kehutanan dan Kctahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara yang tcrbentuk hcrdasarkan Pcratur::n Gubernur Nornor 3 Tahun 2013 

mempunyai struktur organisasi sebagai hcrik ut: 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN 

& KETAHANAN PANGAN 

Ir. Fredrick Ellia Gugkang, MA 

19580224 198512 1 002 
Pembina Utama Madya (IV/d) 

SEKRETARIS 

KELOMPOK JABATAN Ml,!FIEQ Al.WAR, S.Pt 
FUNGSIONAL 196809292000031006 

Pembina (IV/a) 

I I 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM 
PERENCANAAN PROGRAM 

IRFAN Tl,!LAK, S· Hy\ IRWAN, S.Hy! 
1981110S2009021002 197606072000121002 

Penata (111/c) PenataTk. I (111/d) 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

I I I I 
Bl DANG TANAMAN PANGAN 

BIDANG PETERNAKAN 
BIDANG KEHUTANAN & Bl DANG KETAHANAN 

&HORTIKULTURA PERKEBUNAN PANGAN 

lLMlllilllli - drh.MUH.RAIS KAHAR. M.Sj - OBED DANIEL l.T S.Hut MM - DIANA Rl5AWAIY SP 
19760915 2005021004 

196406162001121004 
Penata Tk. I (111/d) 

197208221997031008 197407242000032005 

PenataTk. I (111/d) Pembina {IV/a) Pembina {IV /a) 

5EKSI PENGEMBANGAN SEK51 PEMBIBITAN & 5EKSI PERENCANAAN, SEKSI KETERSEDIAAN, 
PROOUK51 BUDIDAYA PETERNAKAN PRODUKSI &PEMANFAATAN KERAWANAN & DISTRIBUSI TANAMAN PANGAN & 

HORTIKULTURA it- Ee.ItJMI HI, M.Si ~ HASIL HUTAN • PANGAN 

11!'!1 J'1t:1111B111t:1 se 197709192005022004 t:1mm1 i>UtiBWA!'I ~. se ~ 
196912022002122004 Penata Tk. I (111/d) 198304092009041003 197902102006041011 

5EKSI PENGOLAHAN HASIL & 
SEK51 INDUSTRI HASIL SEKSI KONSUMSI 

SEKSI PENGEMBANGAN 
HUT AN & PEMBINAAN &KEAMANAN PANGAN 

PEMASARAN TANAMAN .. KAWASAN & USAHA 
PERLINDUNGAN HUTAN ~ t:IAIRUL AtiWAR S.Hut 

PANGAN & HORTIKULTURA PETERNAKAN .... 
SUIBtHQ, se 19721218200641010 

197312271993011001 Penata Tk. I (111/d) 

SEK51 BENIH TANAMAN pit SEKSI KE5EHATAN 5EKSI PENGEMBANGAN, 

PANGAN & HORTIKULTURA HEWAN & PEMA5ARAN PRODUKSI & PEMA5ARAN 

MMllQH!l!'ll se it- HASIL PETERNAKAN .... HASIL PERKEBUNAN 

197509242006041005 M~SAROH HI MQHAMMllQ l~Sllt:l S-ttY! 
Penata {lll/c) 197406062001121004 197509242006041005 

SEKSI PENYULUHAN & SEKSI PENYULUHAN & 5EKSI PENYULUHAN & 
TEKNOLOGI TANAMAN • TEKNOLOGI PETERNAKAN ~ PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 

PANGAN & HORTIKULTURA 
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b. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menjawab berbagai 

tuntutan yang berkembang baik di lingkungan pemerintahan maupun di 

lingkungan masyarakat, maka Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kalimantan Utara merumuskan visinya sebagai berikut: 

"Terwujudnya pembangunan pertanian dalam arti luas secara optimal, 

berdaya saing, mandiri dan lestari menuju masyarakat sejahtera". 

Visi tersebut merupakan kesepakatan bersama sebagai perwujudan 

kontribusi Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara dalam mendorong terealisasinya visi Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Diawali dari tekad untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diamanatkan, 

maka Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara menetapkan misi sebagai berikut: 

1 ). Meningkatkan sumber daya manusia bi dang pertanian, perikanan/kelautan, 

peternakan dan kehutanan. 

2). Menumbuh kembangkan pembangunan pertanian dan perkebunan secara 

komprehensif dan lestari. 

3 ). Meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian dan perkebunan yang berdaya 

samg. 

4). Mengembangkan sistem pelayanan dan penerapan sistem teknologi 

pertanian dan perkebunan. 
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5). Membuka peluang iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada 

pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, pembudidayaan ikan dan 

nelayan di dukung industri kehutanan. 

6). Pemanfaatan surnberdaya perikanan dan kelautan secara optimal 

mendukung ketersediaan pangan dan pemerataan konsumsi ikan. 

7). Mengembangkan teknologi dan revitalisasi perikanan dan keanekaragaman 

produk sebagai upaya penciptaan daya saing dan nilai tambah perikanan. 

8). Meningkatkan populasi, produktivitas ternak mendukung penyediaan 

pangan asal ternak yang cukup kualitas dan kuantitas. 

9). Memberdayakan sumber daya peternak guna terciptanya peluang ekonomi 

dan mendorong inventasi usaha peternakan. 

10). Meningkatkan teknologi usaha petemakan yang ramah lingkungan, 

menciptakan energi alternatif bagi peternak dan pupuk organik. 

11 ). Mewujudkan pengolahan hutan lestari yang berpihak pada masyarakat. 

12). Mengoptimalkan multifungsi hutan bagi masyarakat dan dunia usaha. 

13). Menguatkan kelembagaan bidang kehutanan. 

14). Eksplorasi produk pertanian, kehutanan berbasis lokal spesifik. 

15). Mendorong terbentuknya rantai pasar regional maupun ekspor untuk produk 

pertanian. 

16). Menjadi regulasi kelembagaan eksploitasi Sumber Daya Alam dan 

keseimbangan ekosistem. 
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c. Sumber Daya Aparatur 

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara terdiri dari 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, 

Bidang Peternakan dan Bidang Ketahanan Pangan. 

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara memiliki personil sebanyak 59 pegawai yang terdiri dari 39 orang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil dan 20 orang pegawai tidak tetap. Susunan Pegawai Negeri 

Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.6. Susunan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian, Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

No Nama Lengkap Jabatan Go!. Status 

I Ir. Fredrick Ellia Gugkang,MA Kepala Dinas IV/d PNS 

2 Obed Daniel LT, S.Hut, MM 
Kabid. Kehutanan & 

IV/a PNS Perkebunan 
3 Mufied Azwar, S.Pt Sekretaris IV/a PNS 
4 Diana Risawaty, SP Kabid. Ketahanan Pangan IV/a PNS 
s drh. Muhammad Rais Kahar, M.Si Kabid. Peternakan III/d PNS 

6 
Ir. Mujilun Kabid. Tanaman Pangan dan III/d PNS 

Hortikultura 
7 Irwan, S.Hut Kasubag. Umum Ill/d PNS 

8 Hairul Anwar, S.Hut 
Kasi. Konsumsi & Keamanan 

Ill/d PNS 
Pan.gan 

9 Mohamad lksan Hadi, S.Hut 
Kasi. Pengembangan Produksi 

Ill/d PNS 
& Pemasaran Hasil Perkebunan 

10 Fathmi, S.Pt, M.Si 
Kasi. Pcrbibitan dan Budidaya 

111/d PNS 
Ternak 
Kepala Seksi Pengembangan 

11 Ani Juhairiah, SP Produksi Tanaman Pangan dan IIl/d PNS 
Hortikultura 

12 Rarnadhani, SP 
Kepala Seksi Benih Tanaman 

lll/c PNS 
Pangan dan Hortikultura 
Kepala Seksi Ketersediaan, 

13 Suhaeli, SP Kerawanan dan Distribusi lll/c PNS 
Pangan 

lrfan Tulak, S.Hut 
Kepala Sub Bagian III/c PNS 

14 
Perencanaan Program 
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No Nama Lengkap Jabatan Gol. Status 

Kepala Seksi Perencanaan III/c PNS 
15 Heyden Gumalang Balang, SP Produksi dan Pemanfaatan 

Hasil Hutan 
Kepala Seksi Industri Hasil IIl/c PNS 

16 Sutanto, SP Hutan Pembinaan Perlindungan 
Hutan 
Pit. Kepala Seksi Kesehatan III/c PNS 

17 Mesaroh, S.Pt Hewan dan Pemasaran Hasil 
Petemakan 

18 Mita Wardah Wati, S.Hut Pelaksana III/a PNS 
19 Teddy Kusuma, S.Hut Pelaksana III/a PNS 
20 Present Dwijan Riung Agung, S.Hut Pelaksana III/a PNS 
21 Agung Kumiawan, S.P Pelaksana III/a PNS 
22 Tahyudin Kusnandar, S.Hut. Pelaksana III/a PNS 
23 Pribadi, S.Hut. Pelaksana III/a PNS 
24 Yospin Pakiding, S.Hut Pelaksana III/a PNS 
25 Jundan ArifKumiawan, S.Hut Pelaksana lll/a PNS 
26 Eka Novitarianty, S.P. Pelaksana III/a PNS 
27 Sri Mahyuni, S.Pt. Pelaksana III/a PNS 
28 Hendryk, S.Hut Pelaksana lll/a PNS 
29 Evni Tandilamba, S.P. Pelaksana Ill/a PNS 
30 Magdalena Maria Taruli, S.Hut. Pelaksana III/a PNS 
31 Anggitha Sari Soraya, S.Pt. Pelaksana III/a PNS 
32 Mukhammad Dian, S.Pt. Pelaksana lll/a PNS 
33 Febri Rahayu Eftiah Sari, S.Pt. Pelaksana lll/a PNS 
34 Ryan, S.P. Pelaksana III/a PNS 
35 Bayu Adi Hartanto, S.Kom Pelaksana III/a PNS 
36 Sefryan Ardi Saputra, S.A.P. Pelaksana III/a PNS 
37 Juniati, A.Md Pelaksana Il/c PNS 

-
38 Datu Jabal Nurdin Pelaksana Il/b PNS 
39 Fatmawati. M Pelaksana II/a PNS 

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan 
Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 

Jumlah Pegawai Negcri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 39 orang terdiri dari: 

1 ). Esselon II sebanyak 1 ( satu) orang 

2). Esselon III sebanyak 5 (lima) orang 

3). Esselon IV sebanyak 11 (sebelas) orang 

4). Pelaksana sebanyak 22 ( dua puluh dua) orang 
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Berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan Pegawai Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut: 

Tabel. 4.7. Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan 
dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenis 

Kelamin dan Pendidikan 

Jenis Kelamin Pendidikan 

Jumlah Pegawai 

L p S2 Sl D4/ D3 SLTA SLTP SD 

27 12 4 32 1 2 - - 39 

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan 
Pangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah Pegawai 

Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara menurut jenis kelamin terdiri dari 27 orang laki-laki dan 12 

orang perempuan dengan proporsi sebanyak kurang lebih 69% laki-laki dan 

kurang lebih 31 % perempuan. Sedangkan menurut jenjang pendidikan, Pegawai 

Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara terdiri dari 2 orang berpendidikan Sekolah Menengah Lanjutan 

Tingkat Atas (SL TA), 1 orang berpendidikan Diploma, 32 orang berpendidikan 

Sarjana (S 1) dan sebanyak 4 orang yang berpendidikan Pasca Sarjana (S2) dengan 

persentase maing-masing sebanyak kurang lebih 5, 1 % berpendidikan Sekolah 

Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sebanyak kurang lebih 2,6% 

berpendidikan Diploma (D4/D3), sebanyak kurang lebih 82% berpendidikan 

Sarjana (S 1) dan selebihnya sebanyak kurang lebih 10,3% yang berpendidikan 

Pasca Sarjana (S2). Berdasarkan keadaan tersebut, maka dari segi kualitas 

Pegawai Neneri sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan sudah 
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cukup baik yaitu sebanyak kurang lebih 92,3% yang telah mengenyam pendidikan 

Sl dan S2. 

3. Pegawai Negeri Sipil dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 memberikan pengertian bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap 

warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparatur 

negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai tugas yaitu tugas pemerintahan 

dan pembangunan, maka atas dasar tersebut setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada 

masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan dengan baik, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, 

jujur, adil dan bertanggung jawab. 

Untuk menghasilkan pegawai yang profesional, jujur, adil dan bertanggung 

jawab seperti yang diamanatkan oleh undang-undang diperlukan adanya 

pembinaan. Sebagai langkah awal dalam melakukan pembinaan diperlukan 

adanya penilaian terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), antara lain dalam 

hal mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, 

pemindahan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain. 

Selama ini untuk menilai kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibuat 

dalam bentuk Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
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Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan 

seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dituangkan dalam bentuk Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atau lebih dikenal dengan 

DP3 PNS (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979). 

Dengan melihat banyaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem 

penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdahulu dalam bentuk Daftar 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tersebut, maka pemerintah mencoba 

membuat cara barn dalam menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu 

dengan menggunakan pendekatan metode Penilaian Prestasi Kerja. Sesuai dengan 

Pasal 20 UU nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang 

mengamanatkan bahwa tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk lebih 

menJamm objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan 

dan kenaikan pangkat. Menurut Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 

46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

merupakan proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pcgawai Negeri Sipil (PNS) 

yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang 

selanjutnya dapat memberi petunjuk bagi manajemcn dalam rangka mengevaluasi 

kinerja unit dan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 

2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, secara umum 
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penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri sipil dibagi dalam 2 (dua) unsur, dalam 

kurun waktu satu tahun yaitu: 

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan rencana kerja dan target yang 

akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan dalam 

kurun waktu tertentu (satu tahun), dan 

b. Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 

dilakukan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya dilakukan 

atau tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang meliputi unsur: 

1 ). Orientasi pelayanan merupakan sikap dan perilaku kerja Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dalam memberikan pelayanan kepada yang dilayani antara 

lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, 

dan/atau instansi lain. 

2). lnteKritas merupakan kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk 

bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi. 

3). Komitmen merupakan kemauan dan kemampuan seorang Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) untuk dapat menyeimbangkan antara sikap dan tindakan 

untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan 

dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan. 

4). Disiplin merupakan kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 

dalam perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak 

ditaati atau dilanggar dijatuhi sanksi. 
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5). Kerja sama merupakan kemauan dan kemampuan seorang Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, 

bawahan baik dalam unit kerjanya maupun instansi lain dalam 

menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang diembannya, dan 

6). Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kemauan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang 

lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan 

orgamsasi. 

B. Pemaparan Hasil 

1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

a. Tujuan Penilaian 

Bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai 

bagian dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Maka 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 12 dan Pasal 20 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­

Pokok Kepegawaian, untuk memenuhi ketentuan mengenai penilaian prestasi 

kerja perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja. 

Hal ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang 

memuat tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, diperkuat dengan 
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Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 yang 

memuat tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2011 yang merupakan wujud dari pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil. 

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh, terdapat isi kebijakan yang 

terkait dengan proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut bahwa 

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu proses penilaian 

secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja 

pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk menjamin 

objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem 

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 

Berkaitan ketentuan-ketentuan proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil sebagai berikut: 

1 ). Bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan penilaian prestasi kerja 

terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di unit kerja masing-masing. 

2). Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh pejabat 

penilai terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya. 

3). Proses penilaian itu dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan Pegawai 

Negeri Sipil yang merupakan suatu proses penilaian secara sistematis yang 

dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. 
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4). Sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja 

dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam kurun 

waktu tertentu yaitu satu tahun. 

5). Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan 

oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, maka sesuai dengan amanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang memuat tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang diperkuat dengan Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 memuat tentang ketentuan 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara berdasarkan kewenangannya yang dilimpahkan kepada Biro 

Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kalimantan Utara untuk mengelola sistem 

pembinaan kepegawaian sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 01 tahun 2013 yang memuat tentang 

ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 telah 

memasukkannya sebagai program kerjanya dan menjalin koordinasi dengan setiap 

instansi pemerintah di lingkup Provinsi Kalimantan Utara dalam wujud sosialisasi 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Dimana proses 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja tersebut diserahkan kepada masing-masing 

instansi terkait. Dalam hal ini tidak terkecuali Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dengan mempedomani petunjuk 

pelaksanaan sesuai ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri 
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Sipil yang ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawai Negara (Perka BKN) 

Nomor 01 tahun 2013. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, diperoleh bahwa pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: 

Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

merupakan instansi pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimatan Utara di bidang 

pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan yang 

melekat padanya serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi tersebut Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan memerlukan 

pegawai yang bekerja secara profesional dan kompeten di bidang tugasnya. 

Adapun pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan 

dan Ketahanan Pangan tersebut pada tahun yang berjalan sebelumnya dinilai 

secara berkala setiap tahunnya melalui Daftar Pcnilaian Pelaksanaan Pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil atau lebih dikenal dengan scbutan DP3, namun dengan telah 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil yang telah disosialisasikan oleh Biro Kepegawaian 

Provinsi Kalimantan Utara maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 

pengukuran kinerja individu aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara telah menggunakan 

metode berupa Dokumen Penilaian Prestasi Kerja yang mencakup Nilai Capaian 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil yang 
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bersangkutan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kinerja aparatur 

Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diembannya. 

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara, sebagaimana yang 

disampaikan oleh informan Teddy Kesuma, S.Hut selaku pelaksana bidang 

kehutanan dan Datu Jabal Nurdin, pelaksana sub bagian umum sebagai berikut: 

Untuk mengetahui seberapa besar kinerja pegawai di Dinas Pertanian 
Kehutanan dan Ketahanan Pangan telah menggunakan standar penilaian 
baru sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Badan Kepegawaian 
Negara kami telah membuat dan menyusun Sasaran Kerja Pegawai (tahun 
2014) dan telah mendapat dokumen hasil penilaian prestasi kerja yang 
berisi capaian Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian perilaku kerja yang 
dinilai oleh atasan langsung terse but pada awal bulan Januari 2015 yang 
lalu. Sedangkan untuk hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan tahun 
sebelumnya (tahun 2013) masih berupa DP3 (Wawancara, 22 September 
2015). 

Pemyataan ini diperkuat oleh informan triangulasi Andi Amriampa, S.Sos. 

M.Si selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data Kepegawaian 

Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut: 

Berkaitan dengan tujuan dan tatacara penilaian kami selaku Biro 
Kepegawaian telah melakukan sosialisasi kepada semua instansi terkait di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengenai pelaksanaan 
penilaian prestasi kerja dalam bentuk sarasan kerja pegawai dan perilaku 
kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 yang mulai 
diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2014 tidak terkecuali Dinas Pertanian 
Kehutanan dan Ketahanan Pangan (Wawancara, 16 Oktober 2015). 

Adapun terkait dengan tujuan dari penilaian prestasi kerja menurut pendapat 

yang dikemukakan oleh Ir. Mujilun, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan 

Hortikultura sebagai berikut: 

Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengetahui sejauh mana 
kinerja aparat dalam memgerjakan tugas sehari-hari dengan baik dan juga 
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tujuan untuk promosi atu kenaikan pangkat apabila memang prestasi 
kerjanya bagus (Wawancara, 6 Oktober 2015). 

Selanjutnya menurut pendapat drh. Muhammad Rais Kahar, M.Si sebagai 

berikut: 

Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mengukur efektivitas dan 
efisiensi kerja staf dalam arti apakah kerja staf tersebut memang 
memberikan dampak dan output sesuai diharapkan dinas dimana setiap 
bidang telah ditetapkan output pekerjaan apakah bisa dicapai dengan 
mengukur menurut penilaian prestasi kerja tadi selain itu kedisiplinan 
menjadi hal penting dalam penilaian prestasi kerja pegawai karena 
menyangkut peraturan pemerintah tentang disiplin sesuai dengan pola 
penilaian sekarang SKP dan perilaku kerja (termasuk disiplin) menjadi dua 
komponen penting karena mempengaruhi output kerja nanti (Wawancara, l 
Oktober 2015). 

Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan informan triangulasi 

yaitu Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kalimantan Utara 

Muhammad Ishak, SE. MM bahwa: 

Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menilai kerja seorang Pegawai 
Negeri Sipil sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang 
berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 dan Per Ka BKN 
Nomor 01 Tahun 2013 yang mana dalam pembinaan pegawai menjadi 
tanggung jawab masing-masing atasan di instansi bersangkutan yang dalam 
pelaksanaannya tetap dipantau oleh bagian kepegawaian (Wawancara, 20 
Oktober 2015). 

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara tersebut dapat 

disirnpulkan bahwa tujuan penilaian prestasi kerja Pegawai Negei Sipil pada 

Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah untuk: l) mengetahui 

seberapa besar kinerja pegawai; 2) mengetahui sejauh mana kinerja aparat dalam 

mengerjakan tugasnya; 3) rnenilai kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil; 4) untuk 

rnengukur efektivitas dan efesiensi kerja bawahan; 5) dalam rangka promosi dan 

kenaikan pangkat serta pembinaan pegawai. Maka setiap Pegawai Negeri Sipil 

42739

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



94 

dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dituntut untuk dapat memberikan 

output dan hasil sesuai tujuan organisasi. Dimana dalam penilaian prestasi kerja 

dan pembinaan pegawai yang bersangkutan dilakukan oleh atasan masing-masing 

sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01Tahun2013. 

b. Persiapan Penilaian 

Berdasarkan hasil dokumentasi yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 

Tahun 2013 maka untuk kegiatan persiapan dalam proses penilaian prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil harus menyusun Sasaran Kerja 

Pegawai pada awal Tahun 2014 dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan 

sesuai ketentuan peraturan tersebut. Adapun yang harus dipersiapkan oleh setiap 

Pegawai Negeri Sipil terkait proses penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut: 

1 ). Setiap Pegawai Negeri Sipil menyusun sasaran kerja pegawai yang memuat 

tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian 

yaitu selama satu tahun yang bersifat nyata dan dapat diukur. 

2). Sasaran kerja pegawai kemudian diajukan kepada pejabat penilai untuk 

disetujui dan ditetapkan sebagai kontrak kerja oleh pejabat penilai, penetapan 

sasaran kerja pegawai dilakukan pada bulan Januari setiap tahunnya yang 

kemudian menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diperoleh bahwa dalam kegiatan 

persiapan dalam proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut, 
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Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara menyusun Sasaran Kerja Pegawai untuk Tahun 2014 dengan 

mengacu pada petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

01 tahun 2013. Akan tetapi terkait penyusunan sasaran kerja pegawai tidak semua 

pegawai melaksanakannya pada awal tahun yaitu pada bulan Januari 2014 sesuai 

ketentuan yang berlaku, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman 

pegawai yang bersangkutan tentang tata cara dan mekanisme penilaian prestasi 

kerja tersebut. 

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi, diperoleh bahwa Pegawai 

Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara pada awal persiapan pelaksanaan penilaian prestasi kerja telah 

membuat dan menyusun Sasaran Kerja Pegawai tersebut yang di dalamnya 

memuat uraian kerja rencana dan target yang akan dicapai. Meskipun penyusunan 

sasaran kerja pegawai tersebut tidak dlakukan pada awal bulan tahun berjalan 

sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan 

Kepala Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013. Hal ini didukung dari 

wawancara dengan informan, sebagaimana yang disampaikan oleh Fathmi, S.Pt, 

selaku Kepala Seksi Perbibitan dan Budidaya Temak sebagai berikut: 

Kami telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang di dalamnya 
memuat uraian-uraian yang berisi rencana kerja dan target kerja yang akan 
dicapai selama satu tahun. Sasaran kerja tersebut disetujui dan 
ditandatangani oleh atasan langsung saya untuk kemudian ditetapkan 
sebagai kontrak kerja saya dengan atasan (Wawancara, 6 Oktober 2015). 
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Hal ini diperkuat dengan apa yang diungkapkan oleh Heyden Gunawan 

Balang, SP selaku Kepala Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Hasil 

Hutan sebagai berikut: 

Kami telah menyusun sasaran kerja pegawai tersebut yang terdiri dari 
uraian-uraian dan rincian tentang pekerjaan beserta target pencapaiannya 
yang terdiri dari kualitas, kuantitas, waktu dan biaya meskipun mungkin 
dalam sasaran kerja tersebut memuat uraian pekerjaan yang semestinya 
bukan merupakan tugas jabatan kami saja karena disebabkan oleh 
banyaknya beban kerja yang mesti kami kerjakan (wawancara, 29 
September 2015). 

Menanggapi apa yang disampaikan kedua informan tersebut, setelah 

diklarifikasi kepada infoman lainnya yaitu lrwan, S,. Hut, selaku Kepala Sub 

Bagian Umum sebagai berikut: 

Semestinya Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) adapun 
sasaran kerja pegawai yang kami susun di sekretariat terutama di bagian 
umum hanya menyangkut uraian tugas yang sifatnya rutin saja, hal ini 
berbeda dengan di bidang-bidang teknis yang mungkin dapat lebih 
berinovasi terhadap uraian tugasnya masing-masing disebabkan oleh asfek 
tugas teknis yang beragam (Wawancara. 1 Oktober 2015). 

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara dapat 

disimpulkan bahwa dalam persiapan penilaian prestasi kerja setiap Pegawai 

Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara semestinya menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada awal tahun 

2014, namun kenyataannya tidak semua Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan telah menyusun standar kinerja berupa sasaran 

kerja pegawai pada awal tahun 2014, tetapi beberapa pegawai menyusun Sasaran 

Kerja Pegawai tersebut pada tahun yang berjalan dengan disesuaikan dengan 

kegiatan. Sasaran Kerja Pegawai tersebut berisi uraian tugas dan pekerjaan 
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masing-masing dan targetnya, yang merupakan kontrak kerja antara pegawai yang 

dinilai dengan atasan sebagai penilai yang dievaluasi hasilnya pada setiap akhir 

tahun. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku 

bahwa sasaran kerja pegawai seharusnya disusun pada awal tahun yaitu pada 

bulan Januari setiap tahunnya. 

c. Pelaksanaan Penilaian 

Berdasarkan hasil dokumentasi bahwa standar pelaksanaan proses penilaian 

prestasi kerja yang telah ditetapkan harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 

2013 sebagai berikut: 

1 ). Pelaksanaan penilaian prestasi kerja dilakukan berdasarkan prinsip; objektif, 

terukur. akuntabel. partisipatif dan transparan yang dilaksanakan oleh pejabat 

penilai sekali dalam satu tahun. 

2). Penilaian prestasi keja Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan 

menggabungkan penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja. 

3). Penilaian sasaran kerja pegawai dilakukan dengan cara membandingkan 

antara realisasi kerja dengan target. 

4). Penilaian perilaku kcrja dilaksanakan oleh pejabat penilai dengan melakukan 

pengamatan terhadap Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan, dengan mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain 

yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. 
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Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja tidak dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terutama yang terkait dengan 

penilaian perilaku kerja. Hal ini disebabkan tidak semua pejabat penilai mampu 

melakukan pengamatan terhadap bawahannya sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Disamping itu pejabat penilai sebagai atasan langsung tersebut juga 

cenderung untuk tidak mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang 

setingkat di lingkungan unit kerjanya dalam menilai perilaku kerja bawahannya. 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terkait pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, dikemukakan oleh drh. 

Muhammad Rais Kahar, M.Si selaku Kepala Bidang Peternakan sebagai berikut: 

Menurut pendapat saya pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri 
Sipil di Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan sudah sesuai 
karena didasari dengan sasaran kerja pegawai sebagai tolak ukurnya yang 
dapat diukur hasilnya secara objektif dengan membandingkannya sesuai 
target yang dapat dicapai oleh pegawai bersangkutan baik dari segi kualitas, 
kuantitas, waktu dan biaya tapi berkenaan dengan pelaksanaan penilaian 
terhadap perilaku kerja mungkin saja masih bersifat kurang objektif 
disebabkan keterbatasan atasan sebagai pejabat penilai yang tidak mungkin 
secara terus menerus dapat memantau peri laku bawahannya (Wawancara, 
1Oktober2015). 

Berdasarkan basil dokumentasi, obsevasi dan wmvancara dapat diperoleh 

simpulan bahwa pelaksanaan pada penilaian prcstasi kerja terkait sasaran kerja 

pegawai sudah dapat dikatakan sesuai dan bersifat objektif, tetapi untuk penilaian 

perilaku kerja pegawai masih belum objektif dan lebih cenderung bersifat 

subjektif penilai. 

42739

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



99 

d. Hasil Penilaian 

Berdasarkan hasil dokumentasi kriteria hasil penilaian yang ditetapkan 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala 

Badan Kepegawai Negara Nomor 01 Tahun 2013 sebagai berikut: 

1 ). Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan setiap akhir 

Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun 

berikutnya. 

2). Hasil penilaian prestasi kerja diberikan langsung oleh pejabat penilai kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. 

3). Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi 

kerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai 

paling lama empat belas hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian 

prestasi kerja. 

4). Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada 

atasan pejabat penilai paling lama empat belas hari sejak tanggal diterimanya 

penilaian prestasi kerja. 

5). Hasil penilaian prestasi kerja mulai berlaku sesudah ada pengesahan dari 

atasan pejabat penilai. 

6). Pejabat penilai berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja dapat memberikan 

rekomendasi kepada pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di 

bidang kepegawaian sebagai bahan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang dinilai. 
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Berdasarkan hasil dokumentasi ditemukan bahwa proses penilaian terhadap 

sasaran kerja pegawai dalam rangka pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil yang dilakukan oleh pejabat penilai pada Dinas Pertanian Kehutanan 

dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan pada tahun 

2014 sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 01 Tahun 2013. Berdasarkan data yang diperoleh, kegiatan yang 

dilakukan terkait proses penilaian terhadap sasaran kerja pegawai pada Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a). Setiap Pegawai Negeri Sipil menyusun/mengisi dokumen sasaran kerja 

pegawai sesuai dengan rencana kerja tahunan dan target yang akan dicapai. 

b). Sasaran kerja pegawai tersebut discrahkan kcpada atasan Pegawai Negeri 

yang bersangkutan selaku pejabat penilai untuk disetujui dan ditetapkan 

sebagai kontrak kerja yang dapat terukur secara kuantitas, kualitas, waktu, 

dan atau biaya sesuai dengan karaktcristik, sifat dan jenis kegiatan pada 

masing-masing unit kerja. 

c). Penilaian sasaran kerja pegawai dilakukan oleh pejabat penilai dengan cara 

membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari asfek kuantitas, 

kualitas, waktu, dan/atau biaya. 
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Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi dapat dketahui bahwa hasil 

penilaian terkait sasaran kerja pegawai yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Utara sudah mencerminkan 

prestasi kerja yang sesungguhnya dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

sesuai dengan target kerja yang dicapai berdasarkan kontrak kerja yang telah 

disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai di unit kerja masing-masing yaitu 

bidang dan seksi yang dapat diukur realisasinya berdasarkan kuantitas, kualitas, 

waktu dan biaya. Akan tetapi dari segi uraian rencana kerja yang tertuang dalam 

sasaran kerja pegawai masih ada sisi kelemahannya, hal ini disebabkan oleh tugas 

pokok dan fungsi dari bidang-bidang dan seksi-seksi yang belum terjabar dengan 

jelas sesuai analisis jabatan, sehingga mempengaruhi hasil penilaian sasaran kerja 

pegawai yang belum optimal. 

Hal ini didukung oleh basil wawancara dengan informan, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ir. Mujilun, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

sebagai berikut: 

Pelaksanaan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai pada Dinas Pertanian 
Kehutanan dan Ketahanan Pangan memang sudah sesuai bahkan terlalu 
sesuai terutama di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura meninjau pada 
uraian tugas bidang yang terlaiu banyak karena mencakup dua bidang 
sekaligus yaitu tanaman pangan dan hortikultura hal ini dapat saja 
menyebabkan sasaran kerja yang dibuat bahkan terlalu sedikit bila 
dibandingkan dengan realisasi kerja yang sudah dilaksanakan untuk itu 
perlu kiranya mcninjau kembali uraian pekerjaan atau tugas tersebut dengan 
menyesuaikan kembali analisis jabatannya untuk lebih mengoptimalkan 
sasaran kerja pegawai sedangkan untuk penilaian kepada perilaku kerja bisa 
saja masih bersifat subjektif karena terbatasnya kemampuan atasan untuk 
terns memantau dan mengamati bawahannya dan sejauh pegawai tersebut 
berperilaku baik dalam bekerja sehari-hari akan dinilai seperti itu 
(Wawancara, 6 Oktober 2015). 
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Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Obed Daniel LT, S.Hut. M.M selaku 

Kepala Bidang Kehutanan sebagai berikut: 

Penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai saya anggap sudah 
sesuai akan tetapi untuk yang menunjuk pada penilaian perilaku masih sulit 
dilakukan karena faktor hubungan personal dan perasaan antara atasan dan 
bawahan dimana sebagai atasan tidak mungkin akan menilai buruk terhadap 
perilaku bawahannya sendiri kecuali kalau bawahan tersebut memang 
benar-benar sudah keterlaluan perilakunya (Wawancara, 16 Oktober 2015). 

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara dapat 

disimpulkan bahwa hasil penilaian terkait Sasaran Kerja Pegawai sudah sesuai 

meskipun belum optimal karena masih dianggap belum sesuai dengan beban kerja 

dan analisis jabatannya. 

Berdasarkan hasil dokumentasi ditemukan bahwa penilaian terhadap 

perilaku kerja pegawai dalam rangka pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil yang dilakukan oleh pcjabat penilai kepada pega\\ai bawahannya 

pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara yang dilakukan pada tahun 2014 belum sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 dan 

Pcraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013. 

Berdasarkan basil dokumentasi dan observasi yang dilakukan diperoleh 

bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait proses penilaian terhadap 

perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan meliputi sebagai berikut: 
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(1 ). Penilaian terhadap perilaku kerja meliputi aspek : orientasi pelayanan, 

integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. Ditemukan 

bahwa tidak semua pejabat penilai memahami substansi terkait asfek perilaku 

kerja tersebut disebabkan kurangnya pemahaman penilai tentang tata cara 

menilai. 

(2). Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sesuai kriteria yang telah 

ditentukan. Ditemukan bahwa tidak semua pejabat penilai mampu melakukan 

pengamatan secara terns menerus terhadap perilaku kerja setiap bawahannya. 

(3). Pejabat penilai dalam melakukan penilaian terhadap perilaku kerja Pegawai 

Negeri Sipil yang dinilai dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat 

penilai lain yang setingkat dengannya di lingkungan unit kerja masing-

masing. Ditemukan bahwa sangat jarang pejabat penilai mau memberi 

masukan terhadap perilaku kerja staf dari pejabat lain. scbaliknya tidak semua 

atasan selaku pejabat penilai mau menerima masukan dari orang lain terkait 

perilaku kerja pegawainya. 

Hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan okh peneliti kepada 

informan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Diana Risawaty, SP 

selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan: 

Untuk penilaian terhadap perilaku kerja bawahan saya anggap tidak terlalu 
masalah dan mungkin saja masih ada unsur subjektivitas karena sebagai 
atasan langsung pejabat penilai itulah yang paling menentukan terhadap 
penlaian perilaku kerja bawahannya dan bukan orang lain meskipun dibatasi 
oleh keterbatasan dari segi kemampuan dan pengamatannya dan tidak 
mungkin sebagai pejabat penilai meminta dan menerima masukan dari 
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orang lain terkait penilaian terhadap stafnya (Wawancara, 16 Oktober 
2015). 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Bidang 

Kehutanan dan Perkebunan Obed Daniel LT, S.Hut. M.M sebagai berikut: 

Menurut saya penilaian terkait perilaku kerja lebih terfokus pada unsur 
pribadi jadi sangat sulit untuk melakukan penilaian yang objektif terhadap 
bawahan sendiri dan sebagai atasan langsung kami yang paling menentukan 
terhadap hasil penilaian tersebut meskipun mungkin terbatas pada 
pemahaman pada isi dari penilaian terkait uraian perilaku kerja tersebut 
ataupun pengamatan yang tidak dilakukan secara terns menerus, pada 
prinsifnya selama pegawai tersebut berperilaku baik tentu dinilai baik pula 
(Wawancara, 16 Oktober 2015). 

Selanjutnnya pemyataan yang sejalan dikemukakan pula oleh Ir. Mujilun, 

selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut: 

Penilaian kepada perilaku kerja bisa saja masih bersifat subjektif karena 
keterbatasan kemampuan atasan untuk terns memantau dan merrgamati 
bawahannya dimana sejauh pegawai terscbut memperlihatkan perilaku yang 
baik dalam bekerja sehari-hari akan dinilai seperti itu dan sebagai atasan 
sangat sulit untuk menilai buruk pada bawahannya sendiri (Wawancara, 6 
Oktober 2015). 

Berdasarkan basil dokurnentasi, observasi dan wawancara diperoleh 

simpulan bahwa penilaian prestasi kerja pegawai terkait perilaku masih cendernng 

subyektif karena dipengaruhi olch faktor-faktor tertentu yang mernpakan 

keterbatasan kemampuan atasan selaku pejabat penilai dan kurangnya pemahaman 

terkait mckanisme penilaian yang tepat dan benar. 

2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan dalam Proses Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 
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Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan 

menggunakan dokumentasi dan observasi ditemukan bahwa pada proses penilaian 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dapat diketahui faktor-faktor yang 

menjadi pendukung dalam proses penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut: 

1). Adanya kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk 

melakukan penilaian secara benar dan tepat yaitu Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

2). Adanya manajemen yang mengatur mengenai mekanisme sistem penilaian 

tentang siapa yang menilai, bagaimana menilai, kapan menilai dan kriteria 

penilaian yang digunakan yang diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 01Tahun2013. 

3). Adanya standar pcnilaian yang jelas yaitu penilaian prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil terdiri atas unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu Pit. 

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara Ir. Fredrick Ellia Gugkang,MA sebagai berikut: 

Sistem penilaian prestasi kerja yang berlaku sekarang ini sudah sesuai 
dengan prinsif manajemen publik berbasis kinerja yang didukung oleh 
standar yang jelas yaitu dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan 
perilaku kerja yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan 
dimana didalamnya jelas tentang siapa yang menilai siapa yang dinilai dan 
apa yang dinilai serta kriteria penilaiannya apalagi ha! tersebut didukung 
pula oleh sanksi yang tegas bagi penilai dan yang dinilai apabila tidak 
melakukan penilaian sesuai aturan terse but (Wawancara, 20 Oktober 2015). 
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Pendapat ini diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh informan 

triangulasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat 

Provinsi Kalimantan Utara Muhamad Ishak, SE.MM sebagai berikut: 

Peraturan yang terkait tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 yang di dalamnya 
menjelaskan tentang standar kriteria penilaian siapa yang melakukan 
penilaian dan yang dinilai bahkan sanksi bagi yang tidak melakukannya 
dimana penilaian prestasi kerja terdiri atas SKP dan penilaian perilaku kerja 
hal itu juga diatur kembali dan dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 01 tahun 2013 terkait ketentuan dan tata cara 
pelaksanaannya dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai lingkup 
provinsi Kalimantan Utara (Wawancara, 20 Oktober 2015). 

Penjelasan yang mendukung juga dipaparkan oleh Andi Amriampa, S.Sos. 

M.Si selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data Kepegawaian 

Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut: 

Peraturan dan ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri 
Sipil terse but diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 
dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang didalamnya 
mengatur tentang penilaian SKP perilaku kerja pejabat penilai dan pegawai 
yang dinilai serta juklak dan juknisnya (Wawancara, 16 Oktobcr 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yaitu melalui dokumentasi, observasi dan 

wawancara mendalam dapat disimpulkan bahwa proses penilaian prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan 

Provinsi Kalimantan Utara khususnya dan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya 

didukung oleh faktor-faktor pcndukung yaitu adanya aturan hukurn yang jclas, 

standar kriteria penilaian, dan manajemen yang jelas tentang siapa yang rncnilai 

dan dinilai. Hal ini tertuang dalam petunjuk pelaksanaan sesuai Peraturan 

Perneritah Nomor 46 tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Nomor 01Tahun2013. 
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Berdasarkan hasil temuan di lapangan, berkaitan dengan proses penilaian 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan dokumentasi, 

observasi, dan wawancara mendalam diperoleh bahwa kecenderungan pejabat 

penilai memberikan pertimbangan dalam penilaian yang bersifat subjektif pada 

penilaian terkait perilaku kerja bawahannya disebabkan oleh bias yang disebabkan 

oleh beberapa hal yang terkait keterbatasan pejabat penilai. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh beberapa pejabat penilai. 

Ir. Mujilun selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 

menyatakan sebagai berikut: 

Dalam melakukan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai sebagai sebagai 
penilai tidak sedikit di atara kami yang belum mengetahui tata cara dan 
substansi terkait penilaian tersebut misalnya untuk penilaian terkait SKP dan 
terutama untuk menilai perilaku kerja sangat sulit untuk menilai secara 
objektif dikarenakan apabila pejabat penilai menilai buruk terhadap perilaku 
bawahannya dipastikan akan mendapat protes dari pegawai yang 
bersangkutan apalagi tidak secara terns menerus kami mengamati apa yang 
dilakukan oleh bawahan dalam bekerja selain itu sebagai atasan ingin 
melakukan penilaian yang baik-baik saja terhadap prestasi keja bawahannya 
(Wawancara 6 Oktober 2015). 

Selanjutnya pemyataan yang hampir sama dikemukakan oleh Obed Daniel 

LT, S.Hut. MM selaku Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebagai 

bcrikut: 

Sangat menyulitkan apabila menilai buruk terhadap prestasi kerja bawahan 
sendiri karena hal tersebut disamping mencerminkan kinerja bidang juga 
mempunyai reputasi yang kurang baik terhadap atasan sebagai pejabat 
penilai teutama yang berkaitan dengan perilaku kerja sulit untuk dinilai 
buruk karena berkaitan dengan hubungan personal antara atasan dan 
bawahan (Wawancara, 16 Oktober 2015). 
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Berdasarkan hasil penelitian yaitu melalui dokumentasi, observasi dan 

wawancara mendalam diperoleh simpulan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

bersifat kurang mendukung pada proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara. Adapun faktor-faktor tersebut dapat muncul baik dari sisi 

penilai maupun pegawai yang dinilai, seperti keterbatasan kemampuan penilai 

tentang teknik penilaian, motif penilai dalam melakukan penilaian dan kurangnya 

penerimaan dan pemahaman dari penilai maupun pegawai yang dinilai terhadap 

penilaian prestasi kerja tersebut. 

3. Upaya-Upaya yang Perlu Dilakukan untuk Perbaikan Proses Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan proses penilaian 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimatan Utara dengan menggunakan dokumentasi, 

observasi dan wawancara mendalam diperoleh bahwa untuk perbaikan dalam 

proses penilaian prestasi kerja perlu melibatkan tiga pihak terkait. Adapun pihak 

yang terkait terhadap proses penilaian prestasi kerja Pegav,ai Negeri Sipil yakni 

para pejabat atau petugas satuan kerja yang mengelola kepegawaian, para atasan 

langsung sebagai penilai dan pegawai yang dinilai. Hal ini diperlukan sebagai 

upaya untuk melakukan perbaikan proses penilaian prestasi kerja tersebut. 
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Heyden Gunawan Balang, SP selaku 

Kepala Seksi Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan sebagai 

berikut: 

Kami sebenamya kurang memahami betul tentang ketentuan pelaksanaan 
penilaian pretasi kerja terutama tata cara mengisi dokumen sasaran kerja 
pegawai (SKP) meskipun kami sudah membuatnya untuk itu perlu kiranya 
diadakan kembali pelatihan terkait hal itu dimana pelatihan dilakukan pada 
level pejabat penilai dan pegawai yang dinilai untuk lebih memperdalam 
pemahaman dan penerimaan terkait penilaian prestasi kerja (Wawancara, 
29 September 2015). 

Hal yang agak berbeda dikemukakan oleh drh. Muhammad Rais Kahar, 

M.Si selaku Kepala Bidang Peternakan sebagai berikut: 

Untuk lebih mengerti dan memahami tentang pelaksanaan prestasi kerja 
terkait SKP dan perilaku kerja sebaiknya pejabat penilai perlu lebih 
meningkatkan kemampuan dan pemahamannya dengan cara tidak hanya 
melalui sosialisasi tetapi dapat mempelajarinya melalui internet atau 
peraturan terkait tata cara dan ketentuan penilaian prestasi kerja dan yang 
paling penting adalah komitmen untuk melaksanakannya sesuai aturan yang 
berlaku dan menyamakan persefsi antara pejabat penilai dan pegawai yang 
dinilai untuk itu komunikasi yang baik perlu terus dijalin (Wawancara, 1 
Oktober 2015). 

Berdasarkan basil penelitian diperoleh simpulan bahwa untuk menghasilkan 

penilaian prestasi kerja yang optimal diperlukan upaya-upaya tertentu untuk 

perbaikan terkait proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

a. Tujuan Penilaian 
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Berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari persfektif tujuan, proses penilaian 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013. 

Tujuan penilaian prestasi kerja Pegawai Negei Sipil pada Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah untuk: 1) mengetahui seberapa besar 

kinerja pegawai; 2) mengetahui sejauh mana kinerja aparat dalam mengerjakan 

tugasnya; 3) menilai kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil; 4) untuk mengukur 

efektivitas dan efesiensi kerja bawahan; 5) dalam rangka promosi dan kenaikan 

pangkat serta pembinaan pegawai. 

Untuk itu maka setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan 

jabatannya dituntut untuk dapat memberikan output dan hasil sesuai tujuan 

organisasi. Dimana dalam penilaian prestasi kerja dan pembinaan pegawai yang 

bersangkutan dilakukan oleh atasan di masing-masing unit kerja sesuai dengan 

amanat dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara tersebut. Bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan 

suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai 

terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil yang 

bertujuan untuk mcnjamin objektivitas pembinaan Pegawai Ncgeri Sipil. Hal ini 

dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan 

pada sistem prestasi kerja. 

Apabila dilihat dari persefektif tujuan, bahwa penilaian prestasi kerja adalah 

untuk mengukur efektivitas dan efesiensi kerja aparatur pemerintah yaitu Pegawai 
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Negeri Sipil. Maka penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu 

upaya yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja sektor publik terutarna kinerja 

aparat pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil melalui sistem manajemen berbasis 

kinerja. Dalam hal ini tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2013: 1) 

bahwa untuk memperbaiki kinerja sektor publik mendorong pemerintah 

membangun sistem manajemen organisasi sektor publik yang berbasis kinerja 

(performance-based management) yang merupakan bagian dari reformasi New 

Public Management yang berfokus pada pengukuran outcome (hasil), bukan lagi 

sekedar pengukuran input atau output saja. Hal ini sejalan dengan teori result 

oriented management yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992: 5) 

yaitu pemerintahan yang membiayai outcome bukan input. Manajemen kinerja 

merupakan suatu metode untuk mcngukur kemajuan program atau aktivitas yang 

dilakukan sektor publik dalam mencapai hasil atau outcome yang diharapkan oleh 

klien, pelanggan, dan stakeholder lainnya (Mahmudi, 2013: 4). Selanjutnya 

ditegaskan dalam Management Handbook Departemen Energi USA (2000), 

bahwa manajemen berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematik untuk 

memperbaiki kincrja melalui proses bcrkelanjutan dalam penetapan sasaran­

sasaran kinerja; mengukur kinerja; mengumpulkan; menganalisis; menelaah; dan 

melaporkan data kinerja; serta menggunakan data tersebut untuk memacu 

perbaikan kinerja. 
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Sebagai suatu proses yang sistematik maka dalam manajemen kinerja untuk 

memperbaiki kinerja diperlukan tahapan-tahapan yang terencana dengan baik 

karena proses perbaikan kinerja merupakan proses evolutif yang berjangka 

panjang sehingga manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan 

berjangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja, 

pengukuran data kinerja dan pelaporan kinerja. Selanjutnya data kinerja dan 

pelaporan kinerja dapat memberikan umpan balik (feed back) untuk melakukan 

perbaikan kinerja manajemen. Dengan demikian, manajemen berbasis kinerja 

menghendaki dilakukannya perbaikan kinerja secara berkelanjutan ( countinuous 

performance improvment) (Mahmudi, 2013: 5). 

Untuk tujuan perbaikan kinerja tersebut pemerintah mendesain sistem 

manajemen kinerja yaitu melalui sistem penilaian prestasi kerja yang dilakukan 

oleh atasan sebagai pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja Pegawai Negeri Sipil. Dimana apabila dilihat dari fokus penilaian, maka 

penilaian prestasi kerja tersebut terfokus pada hasil dan perilaku Pegawai Negeri 

Sipil. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2013: 16-18) bahwa manajemen 

kinerja merupakan proses sistematis sehingga perlu mendesain sistem manajemen 

kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja yang optimal. Untuk menciptakan 

sistem manajemen yang efektif, peran manajer atau atasan sangat menentukan. 

Dalam hubungannya dengan variabel yang mempemgaruhi manajemen kinerja 

paling tidak ada tiga variabel penting yang harus dipertimbangkan yaitu pegawai, 

perilaku (proses), dan hasil. Fokus manajemen kinerja pada salah satu komponen 

tersebut akan mempengaruhi pendekatan manajemen kinerja yang dipilih, 
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berfokus pada pelaku (pegawai), perilaku (proses) atau hasilnya. Manajemen 

kinerja berbasis pelaku mendasarkan penilaian kinerja pada kualifikasi dan kinerja 

individual yang lebih menekankan pada input yaitu pegawai pelaksana kinerja. 

Manajemen kinerja berbasis perilaku tidak semata-mata berfokus pada faktor 

pegawai, namun berkonsentrasi pada perilaku atau proses yang dilakukan 

seseorang dalam melakukan kerja. Sedangkan manajemen kinerja berbasis hasil 

adalam manajemen kinerja .yang berfokus pada hasil (ends). 

Pengukuran kinerja dan manajemen berbasis kinerja merupakan dua hal 

yang berkaitan satu sama lain. Akuntabilitas kinerja dapat dicapai apabila 

organisasi sektor publik memiliki manajemen kinerja yang baik dan pengukuran 

yang baik pula. Menurut Osborne dan Gaebler (1992: 146-154) menyatakan 

bahwa pengukuran kinerja memiliki kekuatan yang sangat besar kaitannya dengan 

konsep pemerintah yang berorientasi pada hasil (result-oriented government). 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi 

atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, 

kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target dan efektivitas 

tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). Dalam hal ini penting untuk 

ditentukan apakah tujuan pengukuran adalah untuk menilai hasil kinerja 

(performance outcome) ataukah untuk menilai perilaku (personality). Oleh karena 

itu, suatu organisasi seharusnya membedakan antara outcome (hasil), perilaku 

(proses), dan alat pengukur kinerja yang tepat (Mwita, 2000). 
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Hal ini diperkuat oleh teori Moorhead dan Griffin (2013: 153), inti dari 

manajemen kinerja adalah pengukuran aktual atas kinerja dari individu atau 

kelompok. Pengukuran kinerja (performance measurement), atau penilaian kinerja 

(performance appraisal) adalah proses dimana seseorang: 

a) Mengevaluasi perilaku kerja pegawai dengan pengukuran dan perbandingan 

dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b) Mendokumentasikan hasilnya. 

c) Mengkomunikasikan hasilnya kepada pegawai. Sistem manaJemen kinerja 

(performance management system) terdiri atas proses dan aktivitas yang 

terlibat dalam penilaian kinerja atau prestasi kerja. 

b. Persiapan Penilaian 

Berdasarkan hasil penelitian apabila dilihat dari persefektif kegiatan 

persiapan dalam proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut, 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara telah menyusun sasaran kerja pegawai pada Tahun 2014 yang 

mengacu dan mempedomani petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara nomor 01 tahun 2013. Akan tetapi dari segi penerapan aturan masih belum 

sesuai dengan peraturan tersebut. karena masih ada sebagian Pegawai Negeri Sipil 

pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara yang menyusun sasaran kerja pegawai tersebut pada tahun yang berjalan. 

Dimana semestinya penetapan sasaran kerja pegawai dilakukan pada bulan 
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Januari setiap tahunnya yang kemudian menjadi dasar penilaian bagi pejabat 

penilai untuk menilai pegawai bersangkutan. 

Sedangkan proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara menurut 

berbagai sumber dalam proses persiapan pelaksanaannya setiap Pegawai Negeri 

Sipil menyusun sasaran kerja pegawai yang memuat uraian kegiatan dan target 

yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yaitu selama satu tahun yang 

bersifat nyata dan dapat diukur, kemudian diajukan kepada pejabat penilai untuk 

disetujui dan ditetapkan sebagai kontrak kerja oleh pejabat penilai, yang 

kemudian menjadi dasar penilaian bagi pejabat penilai untuk menilai prestasi 

kerja pegawai bersangkutan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Siagian (2014: 229), bahwa untuk 

menciptakan suatu sistem proses penilaian prestasi kerja yang baik sangat 

tergantung pada persiapan yang benar-benar matang. Matang berarti memenuhi 

empat persyaratan, yaitu keterkaitan langsung dengan pekerjaan, praktis, kejelasan 

standar dan adanya kriteria yang objektif. Yang dimaksud dengan keterkaitan 

langsung dengan pekerjaan seseorang ialah bahwa penilaian ditujukan pada 

perilaku atau sikap yang menentukan keberhasilan menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Suatu sistem yang praktis adalah cara penilaian yang dapat dipahami 

dan diterima oleh pihak penilai dan yang dinilai, berarti adanya persepsi yang 

sama antar dua belah pihak tentang segi-segi apa yang dinilai dan teknik penilaian 

yang digunakan merupakan hal yang sangat penting. 
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Suatu sistem penilaian prestasi kerja mempunyai standar yang jelas. Sasaran 

utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya unsur-unsur kritikal 

suatu pekerjaan. Standar merupakan tolak ukur seseorang melaksanakan pekerjaan 

dan harus mempunyai nilai komparatif dalam arti bahwa penerapannya harus 

dapat berfungsi sebagai alat pembanding antara prestasi kerja seorang pegawai 

dengan pegawai lainnya yang melakukan pekerjaan sejenis. Adanya takaran­

takaran yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja seseorang yang memenuhi 

syarat mudah digunakan, handal, dan dapat memberi informasi tentang perilaku 

yang kritikal yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Pendapat tersebut diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh lvancevich 

(dalam Iswanto ,2014: 5.13) bahwa sistem penilaian prestasi kerja harus 

mengikuti suatu proses sistematis yang terdiri dari langkah-langkah: 

1 ). Mengadakan standar prestasi kerja untuk setiap posisi dan kriteria 

penilaiannya, 

2). Mengadakan kebijaksanaan penilaian prestasi kerja berkaitan dengan kapan 

penilaian dilakukan, seberapa sering dan siapa yang harus menilai, 

3 ). Memiliki penilai yang mengumpulkan data prestasi kerja pcgawai, 

4 ). Memiliki penilai yang melakukan penilaian prestasi kerja pegaVvai, 

5). Mendiskusikan hasil penilaian tersebut dengan pegawai, dan 

6). Membuat keputusan dan menyimpan hasil penilaian tersebut. 
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c. Pelaksanaan Penilaian 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja terkait Sasaran Kerja Pegawai sudah dapat dikatakan sesuai dan bersifat 

objektif. Akan tetapi untuk penilaian perilaku kerja pegawai masih belum objektif 

dan lebih cenderung bersifat subjektif penilai. Hal ini disebabkan pelaksanaan 

penilaian terkait Sasaran Kerja Pegawai yang dilakukan oleh pejabat penilai 

dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target lebih mudah 

terukur dan dapat dilihat oleh penilai secara langsung sehingga subjektivitas dapat 

dieliminasi. Sedangkan penilaian yang terkait perilaku sulit diukur dengan pasti 

karena sebagai pejabat penilai atasan hams senantiasa melakukan pengamatan 

terkait perilaku bawahannya. 

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pejabat penilai untuk 

dapat menilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan penilaian 

ini sudah pasti berpengaruh tcrhadap hasil penilaian yang tidak menggambarkan 

secara akurat prestasi kerja individu pegawai. Karena hasil penilaian prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan menggabungkan penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai dan penilaian perilaku kerja. 

Berd&sarkan ha! tersebut menurut teori yang dikemukakan Noe. dkk (2000: 

288-292) bahwa dalam penilaian kinerja individu dalam hal ini penilaian prestasi 

kerja pegawai dapat dilakukan melalui pendekatan perilaku dan pendekatan hasil. 

Pendekatan perilaku mencoba mendefinisikan perilaku-perilaku seorang pegawai 

yang hams ditunjukkan dalam bekerja, sedangkan pendekatan hasil memusatkan 

perhatian pada bagaimana mengelola hasil yang objektif dan terukur dari satu 
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pekerjaan atau kelompok pekerjaan. Pendekatan hasil ini mengasumsikan bahwa 

subyektivitas dapat dieliminasi dari proses pengukuran dan bahwa hasil 

merupakan indikator terdekat bagi kontribusi seorang pegawai terhadap 

efektivitas organisasi. 

Berkaitan dengan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Gitosudarmo dan 

Sudita (2000) menambahkan bahwa penilaian prestasi kerja dapat dilakukan oleh 

diri sendiri atau orang lain (atasan) tentang keberhasilannya dalam mencapai 

tujuan. Perilaku yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan akan kebanggaan 

biasanya dinilai oleh yang bersangkutan. Sedangkan perilaku yang ditujukan 

untuk memenuhi suatu kebutuhan finansial atau jabatan umumnya dilakukan oleh 

atasan atau pimpinan organisasi. 

Selanjutnya menurut Gaol (2014: 277-280), penilaian prestasi kerja harus 

didukung oleh pengukuran prestasi dan kriteria yang berhubungan dengan prestasi 

kerja itu sendiri. Tujuan utama proses penilaian prestasi kerja adalah menciptakan 

gambaran yang akurat tentang prestasi kerja individu. Sejalan dengan ha! tersebut 

maka pelaksanaan penilaian prestasi kerja dapat dilakukan oleh atasan langsung, 

sesama rekan kerja, atau panitia penilai, diri sendiri atau bawahan. Namun pada 

hakikatnya hampir semua penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung, 

karena atasan langsung yang mcmiliki posisi yang paling baik untuk 

mengobservasi dan mengevaluasi prestasi kerja bawahannya dan yang paling 

bertanggung jawab atas prestasi kerja bawahannya itu. 

Adapun dimensi lain dari penilaian prestasi kerja adalah penilaian objektif 

dan penilaian subjektif. Penilaian objektif adalah apabila indikasi-indikasi prestasi 
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kerja bisa juga dinilai atau diuji oleh orang lain. Sementara itu penilaian subjektif 

tidak dapat diuji oleh orang lain. Pengujiannya hanya bisa dilakukan oleh penilai 

itu sendiri, karena tolak ukumya didasarkan atas pendapat penilai itu sendiri. 

Kelemahannya adalah penilai cenderung memberikan hasil yang tidak akurat 

karena sering kali ada bias. 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Keja Pegawai Negeri Sipil diperkuat dengan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 yang mengatur tentang ketentuan 

dan tata cara pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut. 

Berkaitan dengan ha! terscbut Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan 

dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil mengacu dan 

berpedoman pada petunjuk pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil yang terdapat di dalam peraturan-peraturan tersebut. Sesuai dengan amanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 yang memuat tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang diperkuat dengan Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 memuat tentang ketentuan 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara berdasarkan kewenangannya yang dilimpahkan kepada Biro 

Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kalimantan Utara mengelola sistem pembinaan 

kepegawaian sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 01 tahun 2013 yang memuat tentang 

ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun telah 

memasukkannya sebagai program kerjanya dan perlu menjalin koordinasi dengan 
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setiap instansi pemerintah di lingkup Provinsi Kalimantan Utara dalam wujud 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam hal 

proses pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing instansi terkait tidak 

terkecuali Dinas pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara dengan mempedomani petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Peraturan Kepala 

Badan Kepegawai Negara (Perka BKN) Nomor 01tahun2013. 

Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Utara merupakan instansi pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimatan Utara di 

bidang pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan 

yang melekat padanya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi tersebut Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan memerlukan 

pegawai yang bekerja secara profesional dan kompeten di bidang tugasnya. 

Adapun penilaian kinerja individu pegawai berdasarkan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan tersebut pada tahun yang berjalan sebelumnya dinilai secara 

berkala setiap tahunnya melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil atau lebih dikenal dengan dengan DP3, namun dengan telah 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi 

Kerja Pegawai Negeri Sipil maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 

pengukuran kinerja individu aparatur Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian 
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Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara telah menggunakan 

metode berupa Dokumen Penilaian Prestasi Kerja yang mencakup Nilai Capaian 

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kinerja aparatur 

Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diembannya. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan penilaian telah 

mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegwaian Negara Tahun 

2013 terse but dan sesuai tahapan-tahapan yang semestinya dilakukan. Untuk 

pelaksanaan penilaian terkait sasaran kerja pegawai sudah bersifat objektif sesuai 

dengan rencana dan target yang ditentukan oleh masing-masing pegawai. Tetapi 

untuk pelaksanaan penilaian terkait perilaku kerja masih cenderung bersifat 

subjektif dan dipengaruhi bias dan bersifat rata-rata. 

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Dressang (1984: 174), 

Uguy ( 2012: 1.23), Siagian (2014: 231) dan Keban (2014: 231), kecenderungan 

pejabat penilai memberikan pertimbangan dalam penilaian yang bcrsifat subjektif 

pada penilaian terkait perilaku kerja bawahannya yang disebabkan oleh bias yaitu 

: "common judgemental errors", 1 ). Halo effect yaitu kesalahan dalam menilai 

seorang pegawai yang didasarkan pada suatu kecenderungan menggeneralisasi 

kinerja seorang pegawai hanya sesaat. Orang yang bekerja dengan baik pada saat 

ini terns di nilai baik di masa mendatang, 2). Constant error, yaitu kesalahan di 

mana penilai menilai seorang pegawai berdasarkan standar di bawah atau di atas 
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normal yang biasa dipakai, 3). Regency Error, yaitu kesalahan di mana penilai 

menilai pegawai berdasarkan hasil penilaian yang telah dibuat pada tahun terakhir 

(penilaian terakhir), 4). Central tendency yaitu kesalahan di mana penilai menilai 

semua pegawai sama kinerjanya, dan 5). Personal bias yaitu kesalahan di mana 

penilai menggunakan pandangan tentang latar belakang etnis, jenis kelamin, 

agama, ketakutan akan akibat penilaian, dan sebagainya . 

. Pendapat dari teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut diperkuat 

dengan pemyataan Gaol (2014: 298) bahwa masalah utama yang sering dijumpai 

dalam penilaian prestasi kerja adalah standar yang tidak jelas dan bias, gangguan 

yang menyebabkan suatu penilaian menjadi tidak akurat. Standar yang tidak jelas 

sering kali berkaitan dengan skala penilaian yang terlalu terbuka untuk 

diinterpretasikan, sedangkan bias dalam penilaian prestasi kerja dapat dibedakan 

menjadi halo ejject, central tendency. lenience and strictness biases, personal 

prejudice dan regency effect. 

1. Halo effect : terjadi jika pandangan atau pendapat pribadi s1 penilai 

mempengaruhi penilaiannya terhadap orang lain. 

2. Central tendency : terjadi jika penilai tidak berani memberi nilai rendah atau 

tinggi, sehingga nilai yang diberikan cenderung rata-rata. 

3. Lenience and strictness : lenience biases dihasilkan jika penilai cenderung 

menilai dengan nilai yang mudah sekali sehingga prestasi kerja pegawai dinilai 

baik. Sedangkan strictness biases terjadi jika penilai terlalu ketat menilai 

pegawainya. 
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4. Personal prejudice : mirip dengan halo effect , terjadi jika penilai mempunyai 

perasaan tidak suka pada kelompok, grup, atau kelas dimana orang yang dinilai 

terrnasuk dalam kelompok tersebut. 

5. Regency effect : tejadi jika penilai menggunakan ukuran yang subjektif dan 

waktu menilai sangat dipengaruhi oleh tindakan terakhir pegawai yang pasti 

paling diingat sehingga tindakan-tindakan dan kejadian pada masa lalu 

dianggap tidak ada. 

d. Hasil Penilaian 

l ). J>cnilaian Sasaran Kcrja Pci,'.'1\\;1i 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hasil penilaian terkait sasaran 

kerja pegawai yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan 

dan Ketahanan Pangan Provinsi Utara sudah bersifat objektif dan mencerminkan 

prestasi kerja yang sesungguhnya dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

Sesuai dengan target kerja yang dicapai berdasarkan kontrak kerja yang telah 

disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai di unit kerja masing-masing yaitu 

bidang dan seksi yang dapat diukur rcalisasinya berdasarkan kuantitas, kualitas, 

waktu dan biaya. Akan tetapi dari segi uraian rencana kerja yang tertuang dalam 

sasaran kerja pegawai masih ada sisi kelemahannya. Hal ini disebabkan oleh 

tugas pokok dan fungsi dari bidang-bidang dan seksi-seksi yang belum terjabar 

dengan jelas sesuai analisis jabatan. Sehingga hasil penilaian Sasaran Kerja 

Pegawai masih belum optimal. 

Hal ini tidak sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Gaol (2014: 277), 

bahwa penilaian prestasi kerja harus didukung oleh pengukuran prestasi dan 
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kriteria yang berhubungan dengan prestasi kerja itu sendiri. Tujuan utama proses 

penilaian prestasi kerja adalah menciptakan gambaran yang akurat tentang 

prestasi kerja individu, yang harus memenuhi empat syarat yaitu: ( l) harus bisa 

job-related artinya penilaian prestasi kerja pegawai harus berkaitan dengan proses 

analisis jabatan; (2) harus bersifat practical artinya alat ukur yang dipakai dapat 

diterapkan dan dimengerti oleh penilai juga oleh yang dinilai; (3) harus 

mempunyai ukuran baku/standar artinya hams ada tolak ukur yang seragam (job 

performance standard); dan (4) menggunakan ukuran yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan keadaan tersebut jika ditelaah dari teori yang dikemukakan, 

maka belum opimalnya hasil penilaian terhadap sasaran kerja pegawai pada Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

disebabkan oleh proses penilaian prestasi kerja. Dimana proses penilaian prestasi 

kerja tersebut belum memberikan gambaran yang akurat tentang prestasi kerja 

individu pegawai. Hal ini karena belum memenuhi satu dari empat syarat seperti 

yang dikemukakan oleh Gaol (2014 : 277) bahwa proses penilaian prestasi kerja 

akan menciptakan gambaran yang akurat tentang prestasi kerja individu apabila 

memenuhi syarat yaitu: harus bisa job-related artinya penilaian prestasi kerja 

pegawai harus berkaitan dcngan proses analisis jabatan. 

2). Pcnibian Pcrilaku Knia 

Berdasarkan hasil penelitian terkait hasil penilaian proses penilaian perilaku 

kerja diperoleh bahwa hasil penilaian terkait perilaku kerja yang diperoleh 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 
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Utara masih cenderung bersifat subjektif dan belum mencerminkan perilaku yang 

sesungguhnya dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Hal ini karena 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang merupakan keterbatasan kemampuan 

dari pejabat penilai untuk melakukan penilaian secara benar. Disamping 

kurangnya pemahaman dari pejabat penilai dan pegawai yang dinilai mengenai 

tata cara atau proses penilaian yang benar. Sehingga menyebabkan kurang 

efektifnya proses penilaian terkait perilaku kerja tersebut. 

Hal ini sejalan dengan teori Chung dan Megginson (1981) dan Keban (2014: 

218) bahwa ada beberapa faktor yang menentukan efektivitas suatu penilaian 

kinerja atau prestasi kerja yaitu: 1 ). Relevansi dari kriteria kinerja atau prestasi 

kerja yang dipilih, 2). Kemampuan penilai dalam mengevaluasi kinerja atau 

prestasi kerja pihak yang dinilai secara benar, 3). Motif penilai dalam 

mengevaluasi secara tepat, dan 4). Penerimaan pihak yang dinilai terhadap proses 

penilaian. 

Berdasarkan teori tersebut, proses penilaian terkait perilaku kerja Pegawai 

Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Utara 

belum efektif. Dimana hasil penilaian cenderung masih bersifat subjektif dan 

belum mencerminkan perilaku kerja yang sesungguhnya dari Pegawai Negeri 

Sipil bersangkutan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang 

merupakan keterbatasan dari pejabat penilai antara lain kurangnya kemampuan 

dan pemahaman penilai dalam mengevaluasi perilaku kerja pihak yang dinilai 

secara benar dan tepat. 
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2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan dalam Proses Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pada proses penilaian prestasi 

kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kalimantan Utara terdapat faktor-faktor yang menentukan 

terhadap keberhasilan pelaksanaan penilaian prestasi kerja. Faktor-faktor tersebut 

adalah adanya kriteria penilaian terkait prestasi kerja yaitu terdiri dari sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja. Yang mana penilaian terhadap sasaran kerja 

pegawai berkaitan langsung dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan. Sedangkan penilaian terhadap perilaku kerja ditujukan pada 

perilaku atau sikap yang menentukan keberhasilan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan sesuai dengan karakteristik, sifat dan jenis kegiatan pada masing-masig 

unit kerja (bidang dan seksi). 

Selain itu sistem penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tersebut juga 

telah mempunyai standar penilaian yang jelas yaitu berdasarkan pada sasaran 

kerja pegawai yang terdiri dari aspek penilaian terhadap kualitas, kuantitas, waktu 

dan biaya. Sedangkan untuk perilaku kerja pegawai terdiri dari aspek orientasi 

pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. Standar 

penilaian prestasi kerja ini menjadi tolak ukur pejabat penilai dalam melakukan 

penilaian terhadap seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang 

mempunyai nilai komparatif untuk membandingkan antara prestasi kerja seorang 

pegawai dengan pegawai lainnya yang melakukan pekerjaan sejenis. Kedua aspek 
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penilaian tersebut yaitu sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja merupakan 

ukuran-ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi kerja pegawa1 yang 

memenuhi syarat mudah digunakan, handal, dan dapat memberi informasi tentang 

perilaku kritikal yang menentukan keberhasilan seorang pegawai dalam 

melaksanaan pekerjaan. 

Hal ini sejalan dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh Siagian 

(2014) bahwa suatu sistem penilaian prestasi kerja yang baik sangat tergantung 

pada empat persyaratan yaitu keterkaitan langsung dengan pekerjaan, praktis, 

kejelasan standar dan adanya kriteria yang objektif. Menurut Siagian (2014: 229) 

bahwa untuk menciptakan suatu sistem proses penilaian prestasi kerja yang baik 

sangat tergantung pada persiapan yang benar-benar matang. Matang berarti 

memenuhi empat persyaratan, yaitu keterkaitan langsung dengan pekerjaan, 

praktis, kejelasan standar dan adanya kriteria yang objektif. 

Yang dimaksud dengan ketcrkaitan langsung dengan pekerjaan seseorang 

ialah bahwa penilaian ditujukan pada perilaku atau sikap yang menentukan 

keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan. Suatu sistem yang praktis adalah 

cara penilaian yang dapat dipahami dan diterima oleh pihak penilai dan yang 

dinilai, berarti adanya persepsi yang sama antar kedua belah pihak tentang segi­

segi apa yang dinilai dan teknik penilaian yang digunakan merupakan ha! sangat 

penting. Suatu sistem penilaian prestasi kerja harus mempunyai standar yang 

jelas. 

Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya unsur­

unsur kritikal suatu pekerjaan. Standar merupakan tolak ukur seseorang 
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melaksanakan pekerjaan dan hams mempunyai nilai komparatif dalam arti bahwa 

penerapannya hams dapat berfungsi sebagai alat pembanding antara prestasi kerja 

seorang pegawai dengan pegawai lainnya yang melakukan pekerjaan sejenis. 

Adanya takaran-takaran yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja seseorang 

yang memenuhi syarat mudah digunakan, handal, dan dapat memberi informasi 

tentang perilaku yang kritikal yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja pegawai. 

Selain itu faktor-faktor penting penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 

yang sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan penilaian prestasi kerja lainnya 

adalah adanya kejelasan tuntutan hukum atau peraturan pemndangan untuk 

melakukan penilaian secara benar dan tepat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tanun 2011 Pasal 19 ayat 2 bahwa pejabat penilai yang tidak melaksanakan 

penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan 

pemndang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Selain itu adanya manajemen sumber daya manusia yang mengatur tentang siapa 

yang hams menilai. bagaimana menilai, kapan menilai, dan kriteria apa yang 

digunakan dalam sistem penilaian telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomr 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Si pi I dan 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Keban (2014: 220) yang menyatakan bahwa 

terdapat faktor-faktor penting yang mempengamhi efektivitas penilaian kinerja di 

Indonesia yaitu: pertama, kejelasan tuntutan hukum atau peraturan pemndangan 
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untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat; kedua, manaJemen sumber 

daya manusia yang mengatur tentang siapa yang harus menilai, bagaimana 

menilai, kapan menilai, dan kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian ; 

ketiga, kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen organisasi 

dengan tujuan penilaian; keempat, komitmen para pimpinan atau manajer 

organisasi publik terhadap pentingnya suatu penilaian. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh juga bahwa proses penilaian prestasi 

kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan 

Pangan Provinsi Kalimantan Utara tidak didukung oleh kemampuan sumber daya 

manusia sebagai berikut: 

Atasan langsung yang menjabat sebagai pejabat penilai prestasi kerja Pegawai 

Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk melakukan 

penilaian prestasi kerja pegawai bawahannya secara benar dan tepat. Hal ini 

disebabkan kurangnya pemahaman tentang cara menilai yang sesuai aturan. 

Disamping itu pejabat penilai tidak selalu dapat melakukan pengamatan terhadap 

perilaku kerja bawahannya secara terus menerus. 

Dimana keterbatasan kemampuan pejabat penilai menyebabkan bias dan 

kesalahan perseps1 dalam melakukan penilaian prestasi kerja pcgawa1 

bawahannya, terutama yang berkaitan dengan penilaian perilaku kerja. 

Ketidakmampuan dan keterbatasan dalam menilai menyebabkan penilai 

melakukan asal isi formulir yang diberikan kepadanya. Disamping itu pejabat 

penilai cenderung mempunyai independensi terhadap penilaian prestasi kerja 
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bawahannya. Sehingga sulit untuk melakukan penilaian secara jujur apa adanya. 

Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan-hubungan secara personal antara atasan 

dan bawahan yang turut pula mewarnai hasil penilaian yang bersifat subjektif. 

Penilai maupun pegawai yang dinilai belum sepenuhnya dapat menerima 

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ini. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman pejabat penilai maupun pegawai yang dinilai terkait tata 

cara penilaian sesuai aturan. Disamping itu disebabkan proses penilaian yang 

memerlukan waktu dan tenaga sehingga menyebabkan berbagai bias dalam proses 

penilaian prestasi kerja. Misalnya dengan menyerahkan sepenuhnya untuk menilai 

kepada pegawai yang dinilai yang seharusnya dinilainya sendiri atau melakukan 

pengisian secara cepat tanpa berpikir secara cermat tentang semua item yang 

harus dinilai karena memerlukan waktu yang lama. Jadi selain masalah waktu dan 

tenaga, para penilai dan yang dinilai juga kurang memaharni terhadap substansi 

dan sistern penilaian yang terbilang masih baru tersebut. 

Hal ini berkaitan erat dengan pendapat Deco tit dan Petit ( dalarn Chung dan 

Megginson, 1981) dan Ke ban (2014: 218) mengungkapkan bahwa ada beberapa 

faktor yang menentukan efektivitas suatu penilaian prestasi kerja yaitu (a). 

Relevansi dari kriteria prestasi kerja yang dipilih; (b ). Kemampuan penilai dalam 

melakukan penilaian prestasi kerja pihak yang dinilai secara benar; ( c ). Motif 

penilai dalam melakukan penilaian secara tepat; dan (d). Penerimaan pihak yang 

dinilai terhadap proses penilaian. 
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Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, maka dapat diperoleh bahwa 

efektivitas atau keberhasilan proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 

pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan sangat ditentukan oleh 

faktor-faktor sebagai berikut : 

a . Yuridis 

Adanya kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk 

melakukan penilaian secara benar dan tepat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Ke1ja Pegavvai Negeri Sipil. 

b. Sumber Daya rvtanusia 

Adanya manajemen sumberdaya yang mengatur mengenai mekanisme 

sis tern penilaian tentang s iapa yang ha rus men il ai, bagaimana rn en ilai , kapan 

menilai clan kriteria pcnilaian yang digunakan dalam sisll'm pcnilaian prcstasi 

kerja yang diatur dalam rnanajemen s urnber daya manus ia tersebut. Hal ini diatur 

bcrdasarkan Peraturan Kcpala Badan Kcpcgawaian cgara Nornor 0 I Tahun 

2013. Disamping itu kcmampuan penilai umuk dapat menilai sccarn tepat dan 

benar terkait prestasi kerja pegawai 

pelaksanan penilaian prestas i kcrja. 

c. Infornrns i Teknologi 

IU"a - b 
turut menentukan kcberhasilan 

Dengan aclanya inforrnasi tcknologi. pcn il ai dapal mernpelajari seca ra rinci 

terkait tata cara dan aturan pelaksanaan pcnilaian yang telah clitetapkan oleh 

pemerintah . Dengan demikian akan menambah pemahaman clan kemampuan 

pejabat penilaiai tentang substansi clan sislem penilaian yang tepat dan benar 

sesuai aturan. Kemampuan dan pemahaman penilai ini sangat bermanfaat untuk 
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lebih menJamm pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang lebih objektif. 

Disamping itu dengan ackmya informasi teknologi dapat digunakan untuk 

mempermudah penilai dalam rnelakukan peni taian terhadap target kerja pegav,:ai 

secara akurar maupun dalam melakukan pengamatan terkait perilaku pegawai. 

Hal ini sejalan dengan yang dikernukakan Dewi (2014: 104), bahwa tujuan 

utama dari sistem rnanajemen kinerj a adalah mengontrol perilaku pegawai , 

memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi. Adanya sistem ditujukan untuk 

menetapkan standar kinerja, menilai kine1ja karyawan, memberikan umpan balik 

kepada karyawan tentang se.iauh mana standar kinerja yang telah dipenuhi, dan 

mengambil tindakan perbaikan jika kine1:j a tidak memenuhi kesel urnhan tujuan 

untuk mengenclalikan perilaku karyawan. Organisasi sebai knya mcnggunakan 

sistem e-pe1jormance unluk mcmfosilitasi proses manajemen kine1ja. Sistem ini 

mernbantu rnengukur kinc1ja atasan, mcnulis ulasan kinerja, clan mernberikan 

urnpan balik kepada pcgawai. Kincrj ;i knrnputcrisasi memfasilitasi sistem 

pcngukuran kincrja dcngan mcnjaga variabcl pckcijaan yang tel ah diselesaikan, 

waktu yang clihabi skan untuk tugas-tugas, dan tingkat kesalahan. Computerized 

performance management irieningkat dalam penggunaan dan menunjukkan sistem 

yang digunakan untuk memanlau pegawai. Organisasi dapat menggunakan sis tern 

ll'rsebut untuk mcngontrnl kebutuhan manaJer menghabiskan waktu dan 

mengamati perilaku pegawai dan menila i kinerja mereka. Sistem manaJemen 

kie1ja elektronik membantu manjer menyusun dan menulis penilaian. Penilai 

menyederhanakan proses penilaian melalui formulir. Atasan dapat mengevaluasi 

pegawai leb ih sering. Selain itu e-pe1ji1mzance digunakan atasan memberikan 
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urnpan balik kepacla pegawai . Sistem intranet yang digunakan dapat melalui 360°. 

Sistem intranet mengirim email kepada penilai dan meminta mereka untuk 

rnenyelesaikan evaluasi kine1ja secant online. Karyav .... an dapat menerima umpan 

balik dari beberapa penilai secara tepat waktu , dan infonnasi tersebut dapat 

digunakan untuk rneningkatkan kine1ja mereka. Sistem manajemen e-performa11ce 

clapat meni ngkatkan efisiensi proses kemampuan untuk mengurnpulkan data 

tentang kine1ja. Sistem penil aian terkomputerisasi dapat digunakan untuk 

melakukan penilaian peke1jaan dengan standar yang objektif. 

d. Re1 11ard dan punishment 

r'\danya manajcrncn kompcnsasi rnerupakan mekanisme yang penting untuk 

mendukung clan mendnrong pcgawa i untuk mencapai target kerja yang Lelah 

ditetapkan serta untuk tcrus mcningkatkan prestasi kerjanya. Dinrnna pegawai 

yang berprestasi tinggi harus dibcri penghargaan (reward) yang layak, sedangkan 

pegavvai yang berprcswsi kc1ja tinggi harus clibcri hukurnan (punishment) yang 

adil dan manusiawi. Sistcm pcn ilaian prestasi ke1ja yang baik membutuhkan 

dukungan sistem manajcmen kompcnsasi yang adil yaitu melalui sistem prestasi 

ke1~j a (merit system) yaitu penghargaan yang didasarkan pada prestasi basil kerja 

(job pe1:f(mmmce). 

Hal ini sejalan dcngan leori yang dikemukakan oleh Mahrnudi (2013 : 177) 

bahwa prinsif penting dalarn sistern manajemen prestasi kerja adalah prestasi 

tinggi harus diheri penghargaan (reward) yang layak, sedangkan prestasi kerja 

yang buruk cliberi hukuman (punishment) yang adil dan manusiawi. Dimana 

mana_1emen kompensasi yang baik adalah manajemen kompensasi yang 
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berorienrasi pada pemberian penghargaan. bukan berorienrasi hukuman. Sistem 

penghargaan akan mendorong mana.1emen untuk memperlakukan dan 

rnenempatkan pegawai pada posis i terhormat dan berharga. Sementara sistern 

hukuman cenderung menjadikan pegmvai sebagai pihak yang tersubordinasi dan 

inferior. iv1eskipun demikian , dalam kondisi tertentu hukurnan tetap tidak bisa 

ditiggalkan karena dapat digunakan sehagai sarana pendiclikan dan intropeksi 

untuk memperbaiki prestasi ke1ja di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu organisasi harus memiliki mekanisme reward dan 

punishment yang jelas. Setiap individu yang memiliki prestasi ke1ja yang tin ggi 

perlu rnendapatkan penghargaan. Komponen utarna s istem rcvvarcl terdiri Li ga 

elcmen, yaitu : a. gaji dan bonus; b. kesej ahteraan; dan c. pengembangan karir. 

/\dapun s istem prestasi kerja (merit .\)'Stem) rnerupakan pendekatan dalam 

pernberian penghargaan yang dic!asarkan pada prestasi ke rja (job petformance). 

D<ii<1111 s islern ini yang diulamakan aclalah kcmampuan kc1ja seseo rang, baik 

bcrupa ketrarnpilan., keahlian, e ii s iensi dan efeklivitas kerj anya. Dalam 

rnernberikan penghargaan, sislem prestasi kerja tidak memandang usia a tau 

senioritas (masa ke1ja) pegmvai. Sistem prestas i kerja ini memiliki keunggu.l an, 

ya itu dianggap lebih adil dan tidak diskrim inatif. Setiap pegawai memiliki 

kescrnpatan yang sama untuk mendapalkan penghargaan tanpa dibatasi o leb us ia 

clan masa kerja. 

e. Kornitmen Pimpinan 

Adanya komitmen p1mprnan organisasi dalam hal ini Kepala Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pan gan Provinsi Kalimantan Utara terhaclap 
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pentingnya suatu penilaian prestasi kerja yang dilakukan secara tepat dan benar 

untuk peningkatan prestasi kerja pega,vai sangm diperlukan. Dimana se lanjutnya 

prestasi ketja pegawai berkontribusi pula pacla pelayanan clan kinerja organisasi. 

Komitmen yang tinggi clari pimpinan terhaclap efektivitas penilaian prestasi kerja 

sangat berpengaruh untuk mendukung terjaminnya penilaian prestasi ketja yang 

bersifat objektif. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keban (2014 : 221) 

balnva komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap 

pentingnya suatu penilaian prestasi kerja. Dimana bila p1mp111an selalu 

memberikan kornitmen yang tinggi terhadap efcktivitas penilaian prestasi ke1ja, 

maka para penilai yang ada di bmvah otoritasnya akan se lalu berusaha melakukan 

penilaian secara tepat dan benar. 

3. Upaya-Upaya yang Perlu Dilakukan untuk Perbaikan Proses Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan basil penilaian terhadap proses 

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimatan Utara. Maka perlu dilakukan upaya-upaya 

yang ditujukan untuk memperbaiki proses penilaian prestasi kerja pegawai 

tersebut di masa mendatang. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk 

perbaikan proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: 

Penilaian prestasi kerja pegawai terutama yang terkait dengan penilaian 

perilaku kerja yang bersifat subyektif atau tidak obyektif. Penilaian ini dapat 
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disebabkan keterbatasan kemampuan penilai dalam menilai secara benar, motif 

penilai dalam melakukan penilaian prestasi kerja secara tepat, atau kurangnya 

penerimaan atau pemahaman penilai maupun pegawai yang dinilai terhadap 

penilaian prestasi kerja. Sehingga menyebabkan penilaian yang dipengaruhi 

kecenderungan pejabat penilai memberikan pertimbangan dalam penilaian yang 

bersifat subjektif pada penilaian terkait perilaku kerja bawahannya yang 

menimbulkan bias/kesalahan dalam menilai. 

Kesemuanya dapat dihindari atau paling sedikit dikurangi, apabila standar 

penilaian dinyatakan secara jelas dan tanpa bias. Untuk itu keterlibatan para 

atasan langsung sebagai suatu keharusan karena merekalah yang paling mengenali 

sikap dan perilaku serta kemampuan para pegawai bawahan yang dipimpinnya 

sehari-hari. Guna lebih menjamin para penilai semakin mampu melakukan 

penilaian yang seobjektif mungkin. tiga upaya yang perlu dilakukan adalah: 

Pertama, melatih para penilai tentang berbagai teknik penilaian yang 

objektif dengan terlebih dulu menjelaskan maksud dan tujuan penilaian serta 

penggunaan teknik tertentu sehingga maksud dan tujuan penilaian benar-benar 

tercapai. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit atasan selaku pejabat penilai 

yang kurang memahami dan menyadari akan pentingnya penilaian yang objektif 

dilakukan secara berkala apalagi kalau harus menilai bawahan secara negatif. 

Kedua, membantu para penilai memahami secara mendalam terkait segala 

prosedur dan mekanisme penggunaan instrumen penilaian tertentu sehingga 

objektivitas semakin terjamin. Bantuan tersebut dapat berupa lokakarya atau 

bimbingan teknis yang disenggarakan oleh bagian kepegawaian, atau sekedar 
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pertemuan informal antara bagian kepegawaian dengan para penilai. Ketiga, 

menekankan pentingnya usaha dan kesadaran para penilai untuk menghindari 

subyektifitas dalam melakukan penilaian. Segi penting dari upaya ini adalah 

meningkatnya kemampuan para penilai menginterpretasikan jawaban yang 

diberikan oleh para pegawai yang dinilai. 

Sedangkan untuk pihak ketiga yang terlibat yaitu para pegawai yang dinilai, 

salah satu bentuk keterlibatan para pegawai yang bersangkutan sendiri adalah 

memperoleh umpan balik tentang penilaian orang lain mengenai prestasi kerjanya, 

karena tanpa umpan balik pegawai yang dinilai tidak akan mengetahui kekuatan 

yang dapat dimanfaatkannya sebagai modal untuk dikembangkan dan kelemahan 

yang hams diatasinya. U mpan balik ini dapat digunakannya untuk pengembangan 

karier selanjutnya secara realistis. Pemberian umpan balik ini dapat dilakukan 

dengan melakukan komunikasi dua arah yaitu melalui wawancara dengan tujuan 

untuk memberitahukan hasil penilaian yang telah dilakukan dan menunjukkan 

kepada pegawai yang dinilai tentang hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan 

yang dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Komunikasi dua arah ini dapat 

dilakukan antara atasan selaku pejabat penilai dengan bawahan selaku pegawai 

yang dinilai maupun antara bagian kepegawaian dengan pegawai yang dinilai. 

Hal ini dijelaskan sesuai dengan teori yang digunakan yang dikemukakan 

oleh Siagian (2014: 233), bahwa masalah yang berkaitan dengan penilaian yang 

bersifat subjektif disebabkan oleh bias penilaian seorang penilai terhadap yang 

dinilai. Hal ini dapat dihindari, atau paling sedikit dikurangi apabila standar 

penilaian dinyatakan secara jelas. Agar para penilai semakin mampu melakukan 
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penilaian yang objektif tiga langkah yang perlu diambil yaitu: pertama, melatih 

para penilai tentang berbagai teknik penilaian yang objektif; kedua, memberikan 

umpan balik kepada para penilai tentang penggunaan cara-cara penilaian yang 

pernah diterapkannya; ketiga, dengan bantuan bagian kepegawaian menemukan 

dan menggunakan teknik penilaian yang dipandang paling tepat baik yang 

berorientasi pada prestasi kerja maupun yang ditujukan kepada kepentingan 

organisasi di masa depan. 

Berdasarkan teori tersebut mengemukakan bahwa untuk perbaikan dalam 

proses penilaian prestasi kerja perlu melibatkan tiga pihak terkait yakni para 

pejabat atau petugas satuan kerja yang mengelola kepegawaian, para atasan 

langsung sebagai penilai dan pegawai yang dinilai. Selanjutnya menurut Siagian 

(2014: 233), pemeliharaan hubungan dengan para karyawan memerlukan 

komunikasi yang efektif. Terlepas dari besar kecilnya suatu organisasi, 

menyelenggarakan komunikasi secara terns menerus merupakan suatu keharusan, 

karena melalui komunikasi berbagai ha! yang menyangkut kehidupan oganisasi 

disampaikan oleh satu pihak ke pihak yang lain. 

Teori ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan oleh Gaol (2014 : 278-

301) bahwa sedikitnya ada tiga cara untuk meminimalkan pengaruh masalah­

masalah penilaian yaitu: ( 1) terbiasa dengan masalah-masalah penilaian yang tel ah 

didiskusikan, dengan memahami masalah dapat membantu kita menghindari 

masalah; (2) memilih alat penilai yang tepat; (3) melatih penilai untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan penilaian yang menyangkut tiga hal : a. bias 

dan penyebabnya harus dijelaskan; b. peran penilaian prestasi kerja harus 
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diterangkan dan dijelaskan bahwa hal-hal tersebut ditujukan untuk hal-hal yang 

objektif; c. penilai hams diberikan kesempatan untuk mempraktikkan dalam 

bentuk latihan bagaimana menilai seorang pegawai. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan telah 

melaksanakan proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terhitung 

sejak tahun 2014. Dimana tujuan penilaian prestasi kerja pada Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan telah mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 01 Tahun 2013. Penilaian prestasi kerja merupakan suatu 

upaya untuk memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui sistem 

manajemen berbasis kinerja yang terfokus pada hasil dan perilaku. Dari segi 

persiapan, penerapan masih belum sesuai dengan peraturan tersebut, karena 

sebagian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara menyusun sasaran kerja 

pegawai tersebut pada tahun yang berjalan. Sedangkan pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja terkait sasaran kerja pegawai sudah dapat dikatakan sesuai dan 

bersifat objektif, tetapi untuk penilaian perilaku kerja pegawai masih 

cenderung bersifat subjektif dipengaruhi bias dan bersifat rata-rata. Hasil 

penilaian terkait sasaran kerja pegawai sudah bersifat objektif dan 

mencerminkan prestasi kerja yang sesungguhnya sedangkan hasil penilaian 

terkait perilaku kerja masih cenderung bersifat subjektif dan belum 
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mencerminkan perilaku yang sesungguhnya dari Pegawai Negeri Sipil 

bersangkutan. 

1. Proses Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara meliputi: 

a. Tujuan Penilaian 

Berdasarkan tujuan, proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 

pada Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan telah mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 01 Tahun 2013. Dimana ditinjau dari persefektif 

tujuan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu upaya untuk 

memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui sistem manajemen berbasis 

kinerja yang terfokus pada hasil dan pcrilaku yaitu melalui sistem penilaian 

prestasi kerja yang dilakukan oleh atasan Jangsung sebagai pejabat penilai 

terhadap sasaran kerja pegawai dan pcrilaku kcrja Pegawai Negeri Sipil yang 

dinilai. Tujuan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah untuk: 1) mengetahui seberapa besar 

kinerja pegawai; 2) mengetahui sejauh mana kincrja aparat dalam mengerjakan 

tugasnya; 3) menilai kinerja seorang Pcgawai Negeri Sipil; 4) untuk mengukur 

efektivitas dan efesiensi kerja bawahan; 5) dalam rangka promosi dan kenaikan 

pangkat serta pembinaan pegawai. 

b. Persiapan Penilaian 

Berdasarkan kegiatan persiapan dalam proses penilaian prestasi kerja, semua 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan 
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Provinsi Kalimantan Utara semestinya menyusun sasaran kerja pegawai pada 

awal tahun 2014 yang mengacu pada petunjuk pelaksanaan sesuai ketentuan 

peraturan yang berlaku yaitu pada bulan Januari setiap tahunnya sebagai 

dasar pejabat penilai untuk menilai pegawai yang bersangkutan. Akan tetapi 

dari segi penerapan masih belum sesuai dengan peraturan tersebut, karena 

sebagian Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara menyusun sasaran kerja 

pegawai tersebut pada tahun yang berjalan. 

c. Pelaksanaan Penilaian 

Dari segi pelaksanaan penilaian prestasi kerja terkait sasaran kerja pegawai 

sudah dapat dikatakan sesuai dan bersifat objektif, tetapi untuk penilaian 

perilaku kerja pegawai masih belum objektif dan lebih cenderung bersifat 

subjektif. Hal ini disebabkan pelaksanaan penilaian terkait sasaran kerja 

pegawai yang dilakukan oleh pejabat penilai dengan cara membandingkan 

antara realisasi kerja dengan target lebih mudah terukur dan dapat dilihat oleh 

penilai secara langsung sehingga subjektivitas dapat dieliminasi. Sedangkan 

penilaian yang terkait perilaku sulit diukur dengan pasti karena sebagai 

pejabat penilai atasan harus senantiasa melakukan pengamatan terkait 

perilaku bawahannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan 

pejabat penilai untuk dapat menilai secara benar dan tepat sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan penilaian berpengaruh terhadap 

hasil penilaian yang tidak menggambarkan secara akurat prestasi kerja 

individu pegawai, karena hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
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dilakukan dengan menggabungkan hasil penilaian sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja. Untuk pelaksanaan penilaian terkait sasaran kerja pegawai 

sudah bersifat objektif sesuai dengan rencana dan target yang ditentukan oleh 

masing-masing pegawai. Sedangkan untuk pelaksanaan penilaian terkait 

perilaku kerja masih cenderung bersifat subjektif dan dipengaruhi bias dan 

rata-rata. 

d. Hasil Penilaian 

1) Penilaian Sasaran Kerja Pegawai 

Hasil penilaian terkait sasaran kerja pegawai yang diperoleh Pegawai Negeri 

Sipil Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Utara sudah 

bersifat objektif dan mencerminkan prestasi kerja yang sesungguhnya dari 

Pegawai Negeri Sipil bersangkutan. Sesuai dengan target kerja yang dicapai 

berdasarkan kontrak kerja yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pejabat 

pcnilai di unit kerja masing-masing yaitu bidang dan seksi yang dapat diukur 

realisasinya berdasarkan kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Akan tetapi dari 

segi uraian rencana kerja yang tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai masih 

ada sisi kelemahannya, ha! ini disebabkan oleh tugas pokok dan fungsi dari 

bidang-bidang dan seksi-seksi yang belum terjabar dengan jelas sesuai 

analisis jabatan, sehingga menyebabkan hasil penilaian sasaran kerja pegawai 

belum optimal. 

2) Penilaian Perilaku Kerja 

Hasil penilaian terkait perilaku kerja yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil 

Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Utara masih 
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cenderung bersifat subjektif dan belum mencerminkan perilaku yang 

sesungguhnya dari Pegawai Negeri Sipil bersangkutan karena dipengaruhi 

oleh faktor-faktor tertentu yang merupakan keterbatasan kemampuan dari 

pejabat penilai untuk melakukan penilaian secara benar, kurangnya 

pemahaman dari pejabat penilai maupun pegawai yang dinilai mengenai tata 

cara atau proses penilaian yang benar. Hal ini menyebabkan kurang 

efektifnya proses penilaian terkait perilaku kerja tersebut. 

2. Faktor -Faktor Yang iv1enentukan Keberhasilan dalam Proses Penilaian 

Prestasi Ke1ja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara meliputi : 

Keberhasilan proses penilaian pres t.asi kerja Pega\vai Nege ri Sipil pada Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

ditentukan oleh fak tor-faktor scbaga i berikul: 

a. Yuriclis yaitu kejelasan tuntutan hukurn atau pcraturan pcrundangan untu k 

melakukan penilaian secara benar dan tcpat. 

b. Sumber Daya Manus ia yaitu ada nya manajcrnen sumberclaya yang mengatur 

mengenai mekanisme sis tcm penil aian tentang siapa yang harus menil ai, 

bagaimana menilai, kapan menil ai clan kriteria penilaian yang cligunakan 

dalam sistem penibian prestasi kerja. Disamping itu kemampuan penil ai juga 

turut menentukan keberhasilan pelaksanaan penilaian prestasi kerja. 

c. Informas i Teknologi yaitu dengan aclanya informasi teknologi , penila i dapat 

mempelajari secara rinci terkait prosedur clan tata cara pelaksanaan penilaian 

yang te lah clitetapkan o leh pemerintah. 
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d. Re11·urd dan p1111ish111cnl yaitu acLmya rnanajernen kompcnsasi merupakan 

mekanisme yang penting untuk rnendukung clan rnendorong pega\vai untuk 

mencapa1 target kerja yang tclah ditctapkan serta rncningkatkan prestasi 

kerjanya. 

c. Komitmen Pirnpinan yaitu adanya komitmen p1mp111an organisasi tcrhadap 

pentingnya suatu pcnilaian pn::stasi kc1ja yang dilakukan secara tepat dan 

bcnar, dimana komitmen yang tinggi cfari p1mpman terhadap dektivitas 

pcnilaian prcstasi kc1ja sangat bcrpengaruh untuk mcndukung terjaminnya 

penilaian prcstasi kcrja yang bcrsifot objcktiL 

3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses penilaian 

prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut: 

Penilaian prestasi kerja pegawai terutama yang terkait dengan penilaian 

perilaku kerja yang bersifat subjektif atau tidak objektif, baik yang 

disebabkan keterbatasan kemampuan penilai dalam menilai secara benar, 

motif penilai dalam melakukan penilaian prestasi kerja secara tepat, atau 

kurangnya penerimaan penilai maupun pegawai yang dinilai terhadap 

penilaian prestasi kerja sehingga menyebabkan penilaian yang dipengaruhi 

kecenderungan pejabat penilai memberikan pertimbangan dalam penilaian 

yang bersifat subjektif terkait perilaku kerja bawahannya yang menimbulkan 

bias/ kesalahan dalam menilai. Kesemuanya dapat dihindari atau paling 

sedikit dikurangi, apabila standar penilaian dinyatakan secara jelas. Untuk itu 

keterlibatan para atasan langsung sebagai suatu keharusan karena merekalah 
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yang paling mengenali sikap dan perilaku serta kemampuan para pegawai 

bawahannya yang dipimpinnya sehari-hari. Guna lebih menjamin para penilai 

semakin mampu melakukan penilaian yang seobjektif mungkin, tiga upaya 

yang perlu dilakukan adalah: 

a. Memberikan pelatihan para penilai tentang berbagai teknik penilaian yang 

objektif dengan terlebih dulu menjelaskan maksud dan tujuan penilaian serta 

penggunaan teknik tertentu sehingga maksud clan tujuan penilaian benar­

benar tercapai. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit atasan selaku pejabat 

penilai yang kurang menyadari pentingnya penilaian yang objektif dilakukan 

secara berkala apalagi kalau hams menilai bawahan secara negatif. 

b. Membantu para penilai memahami secara mendalam segala prosedur dan 

mekanisme penggunaan instrumen penilaian tertentu sehingga objektivitas 

semakin terjamin, dapat berupa lokakarya yang disenggarakan oleh bagian 

kepegawaian atau sekedar pertemuan informal antara bagian kepegawaian 

dengan para penilai. 

c. Menekankan pentingnya usaha para penilai untuk menghindari subjektifitas 

dalam melakukan penilaian. Segi penting dari upaya ini adalah meningkatnya 

kemampuan para penilai menginterpretasikan jawaban yang diberikan oleh 

para pegawai yang dinilai. Sedangkan untuk pihak ketiga yaitu para pegawai 

yang dinilai, dapat dilakukan dengan melibatkan pegawai yang bersangkutan 

melalui pemberian umpan balik tentang penilaian orang lain mengenai 

prestasi kerjanya baik yang bersifat kelemahan maupun kekuatannya. 

Pemberian umpan balik ini dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi 
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dua arah yaitu melalui wawancara dengan tujuan untuk memberitahukan hasil 

penilaian yang telah dilakukan dan menunjukkan kepada pegawai yang dinilai 

tentang hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan yang dapat meningkatkan 

prestasi kerjanya. Komunikasi dua arah ini dapat dilakukan antara atasan 

selaku pejabat penilai dengan bawahan selaku pegawai yang dinilai maupun 

antara bagian kepegawaian dengan pegawai yang dinilai. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian pada simpulan, maka dapat disarankan beberapa hal 

oleh peneliti kepada pengambil kebijakan terutama di Dinas Pertanian Kehutanan 

dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara terkait penilaian prestasi kerja 

sebagai berikut: 

1. Hendaknya menyusun sasaran kerja pegawai dilakukan pada awal tahun 

yaitu pada bulan Januari setiap tahunnya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing unit instansi. Untuk itu diperlukan analisis jabatan 

yang berisi uraian yang jelas tentang tugas pokok masing-masing Pegawai 

Negeri Sipil sehingga penilaian terhadap hasil penilaian terkait capaian 

masing-masing sasaran kerja pegawai dapat lebih optimal. Diperlukan 

penataan ulang pada struktur organisasi dan jumlah pegawai yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip rightsizing yang hendaknya segera dianalisis dan ditata 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai yang 

bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis 

beban kerja. Sedangkan terkait penilaian perilaku, diperlukan komitmen dari 
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atasan langsung sebagai pejabat penilai tentang penilaian pretasi kerja yang 

realistis apa adanya untuk lebih menjamin hasil penilaian terhadap perilaku 

kerja yang objektif. 

2. Untuk meniadakan atau paling tidak mengurangi masalah-masalah dalam 

proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian 

Kehutanan perlu persamaan antara paradigma yang dianut oleh atasan penilai 

dengan tujuan penilaian kinerja. Disamping itu perlu persamaan persepsi 

dalam pemahaman antara pejabat penilai dan bawahan yang dinilai tentang 

proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil sangat bermanfaat 

mendorong peningkatan prestasi kerja. Untuk itu sangat diperlukan komitmen 

pimpinan sebagai atasan pejabat penilai untuk terns melakukan pembinaan 

kepada bawahan yang dapat dilakukan melalui komunikasi, monitoring dan 

pemantauan, dan mengevaluasi prestasi kerja para bawahannya sesuai dengan 

kritcria dan standar yang telah ditetapkan. 

3. Perbaikan dalam proses penilaian prestasi kcrja perlu melibatkan tiga pihak 

terkait yakni para pejabat atau petugas satuan kerja yang mengelola 

kepcgawaian, para atasan langsung scbagai penilai dan pcgawai yang dinilai. 

Hal ini dapat dilakukan melalui pemeliharaan hubungan pimpinan dcngan 

para bawahan melalui komunikasi yang efektif yang diselenggarakan secara 

terns menerus, karena melalui komunikasi berbagai ha! yang menyangkut 

kehidupan oganisasi disampaikan oleh satu pihak ke pihak yang lain. 

Berkaitan dengan hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil perlu 

dilakukan secara berkala dan di dokumentasikan dengan rapi dalam arsip 
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kepegawaian setiap orang sehingga tidak ada informasi yang hilang baik 

bersifat menguntungkan maupun merugikan pegawai. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

EV ALUASI PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGA WAI 

NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN KEHUT ANAN DAN 

KET AHANAN PANG AN PRO VIN SI KALIMANT AN UT ARA 

A. Proses Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

No. Kategori/Tema Sub Terna Item 

1. Proses Penilaian Prestasi Kerja 1. Tujuan penilaian 1 
Pegawai Negeri Sipil 

2. Persiapan penilaian 1 

3. Pelaksanaan penilaian 1 

4. Hasil penilaian 1 

2. Faktor Pendukung dan 1. Faktor pendukung penilaian 1 
Penghambat dalarn Penilaian prestai kcrja Pcgawai Ncgeri 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Si pi! 
Si pi I 2. Faktor penghambat penilaian 1 

prestasi kerja Pegawai 
Negeri Sipil 

3. Upaya-Upaya yang Perlu 1. Kemampuan kerja 1 
Dilakukan untuk Perhaikan Pcgawai Negeri Sipil 
Penilaian Prcstasi Kcrja 2. Motivasi kerja Pegawai I 
Pegawai Negeri Sipil Negcri Sipil 

3. Persepsi penman Pegawai 1 
Negeri Sipil 
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B. Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil 

No. Kateg ori/T ema Sub Terna Item 

1. Perilaku Keja Pegawai Negeri 1. Orientasi Pelayanan 1 
Sipil 

2. Integritas 1 

'") Komitmen 1 .) . 

4. Disiplin 1 

5. Kerja sama 1 

6. Kepemimpinan 1 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Proses Penilaian Prestasi Keja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Nama 

Pangkat/Golongan 

Jabatan 

Bidang/Unit Kerja 

Tingkat Pendidikan 

Alamat 

Tanggal 

Pukul : ............ s/d ............ . 

Kode lnforman :'~~ 

No. Aspek Pertanyaan Formulasi Pcrtanyaan 

1. Proses Penilaian 1. Apakah tujuan dari pcnilaian prestasi 
Prestasi Kerja kerja pegawai negeri sipil 

2. Persiapan apa saJa yang dilakukan 
dalam melaksanakan penilaian prestasi 
kerja pegawai negeri sipil 

,., 
Bagaimana prosedur pclaksanaan _) . 
penilaian prestasi kerja pegmvai negeri 
sipil 

4. Bagaimana kriteria penilaian prestasi 
kerja pada hasil tugas pegawai negeri 
sipil yang tel ah dilaksanakan yang 
terkait dengan SKP dan perilaku kerja 

2. Faktor Pendukung 1. Apa saJa faktor-faktor yang menjadi 
dan Penghambat pendukung dalam melakukan penlaian 
Penilaian Prestasi prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
Kerja 

Item 

1 

1 

1 

1 

1 
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No. Aspek Pertanyaan Formulasi Pertanyaan Item 

2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi 
penghambat dalam melakukan penlaian 1 
prestasi keria Pegawai Negeri Sipil 

3. Upaya-Upaya Yang 1. Apa saJa upaya-upaya yang perlu 
Perlu Dilakukan dilakukan untuk perbaikan 
untuk Perbaikan pelaksanaan penilaian prestasi kerja 
Pelaksanaan Penilaian yang akan berkontibusi terhadap 1 
Prestasi Kerja prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
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B. Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Asfek Orientasi Pelayanan, 

Integritas, Komitmen, Displin, Kerja Sama dan Kepemipinan 

Nama 

Pangkat/Golongan 

Jabatan 

Bidang/Unit Kerja 

Tingkat Pendidikan 

Alamat 

Tanggal 

Pukul : ............ s/d ............ . 

Kode Informan 
:.__I --

No. Aspek Pertanyaan 

1. Perilaku kerja Pegawai Negeri 1. 
Si pi I yang berorientasi pad a 
pelayanan 

2. 

2. Perilaku kerja Pegawai Negeri 1. 
Si pi I yan berorientasi pada 
intergritas 

2. 

Formulasi Pertanyaan 

Apakah penilaian prestasi 
kerja Anda sudah sesua1 
dengan sikap dan perilaku 
Anda dalam memberikan 
pelayanan 
Bagaimana sikap dan 
perilaku Anda dalam 
memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, atasan, 
rekan sekerja. unit kerja 
terkait dan instansi lainnya 
Apakah penilaian prestasi 
kerja Anda sud ah sesua1 
dengan kemampuan Anda 
untuk bertindak sesuai dengan 
nilai, norma dan etika dalam 
organisasi kerja 
Bagaimana kemampuan Anda 
untuk bertindak sesuai dengan 

Item 

1 

1 

1 
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No. 

3. 

4. 

5. 

Aspek Pertanyaan Formulasi Pertanyaan 

nilai, norma dan etika dalam 
organisasi kerja 

Perilaku kerja Pegawai Negeri 1. 

Sipil yang berorientasi pada 

Apakah penilaian prestasi 
kerja Anda sudah sesuai 
dengan kemampuan Anda 
untuk menyeimbangkan 
antara sikap dan tindakan 
untuk mewujudkan tujuan 
orgamsas1 dengan 
mengutamakan kepentingan 
dinas di atas kepentingan 
pribadi dan atau golongan 

komitmen 

Perilaku kerja Pegawai Negeri 
Sipil yang berorientasi pada 
disiplin 

Perilaku kerja Pegawai Negeri 
Sipil yang berorientasi pada 
kerja sama 

2. Bagaimana kemauan dan 
kemampuan Anda untuk 
menyeimbangkan antara sikap 
dan tindakan untuk 
mewujudkan tujuan organisasi 
dengan mengutamakan 
kepentingan dinas di atas 
kepentingan pribadi dan atau 
golongan 

1. Apakah penilaian prestasi kerja 
Anda sudah sesuai dengan 
kesanggupan Anda untuk 
mentaati segala kewajiban dan 
mengindari larangan yang 
ditentukan dalam perundang­
undangan a tau peraturan 
kedinasan 

2. Bagaimana kesanggupan Anda 
untuk mentaati segala 
kewajiban dan mengindari 
larangan yang ditentukan 
dalam perundang-undangan 
atau peraturan kedinasan 

1. Apakah penilaian prestasi kerja 
anda sudah sesua1 dengan 
kemampuan Anda untuk 
bekerja sama dengan rekan 
kerja, atasan, bawahan baik 
dalam unit kerja ataupun 
instansi lain sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawab 

Item 

1 

1 
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No. Aspek Pertanyaan F ormulasi Pertanyaan Item 

yang diemban 
2. Bagaimana kemauan da 

kemampuan Anda untuk 
bekerja sama dengan rekan 1 
kerja, atasan, bawahan baik 
dalam unit kerja a tau pun 
instansi lain sesuai dengan 
tu gas dan tanggung jawab 
yang diemban 

6. Perilaku kerja Pegawai Negeri 1. Apakah penilaian prestasi kerja 
Sipil yang berorientasi pada Anda sudah sesua1 dengan 
kepemimpinan kemampuan Anda untuk 

memotivasi dan 
mempengaruhi bawahan a tau 1 
orang lain yang berkaitan 
dengan bi dang tu gas demi 
tercapainya tujuan organisasi 

2. Bagaimana kemauan dan 
kemampuan Anda untuk 
memotivasi dan 1 

' . l . 
mempengaruhi bawahan a tau 
orang lain yang berkaitan 
dengan bi dang tu gas demi 
tercapainya tujuan organisasi 
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Lampiran 3 

Nama 

Pangkat/Golongan 

Jabatan 

Bidang/Unit Kerja 

Tingkat Pendidikan 

Alamat 

Tanggal 

Pukul 

Kode lnfoman 

TRANSKRIP WA WAN CARA 

: ............ s/d ........... .. 

:I.___-------' 
A. Evaluasi Proses Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 

Al. Proses Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negcri Sipil 

A2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pcnilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil 

A3. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Pcrbaikan Penilaian Prcstasi 

Kcrja 

1. Apakah tujuan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil? 

Jawaban: 

2. Persiapan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan penilaian prestasi 

kerja Pegawai Negeri Sipil ? 
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Jawaban: 

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil? 

Jawaban: 

4. Bagaimana kriteria penilaian prestasi kerja pada hasil tugas Pegawai Negeri 

Sipil yang telah dilaksanakan yang terkait dengan SKP clan perilaku kerja ? 

Jawaban: 

A2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penilaian Prestasi Kerja 

Pegawai Negeri Sipil 

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam melakukan penlaian 

prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ? 

Jawaban: 

2. Apa saja faktor-faktor yang mcnjadi pcnghambat dalam melakukan penlaian 

prestasi kerja Pcgawai Ncgeri Sipil ? 

Jawaban: 

A3. Upaya-Upaya Yang Pcrlu Dilakukan untuk Pcrbaikan Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai N egeri Sipil 

1. Apa saja upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pcrbaikan pclaksanaan 

pcnilaian prestasi kcrja yang akan berkontibusi tcrhadap kemampuan kcrja 

Pegawai Negeri Sipil ? 

Jawaban: 
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2. Apa saja upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja yang akan berkontibusi terhadap kemampuan kerja 

Pegawai Negeri Sipil ? 

Jawaban: 

3. Apa saja upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja yang akan berkontibusi terhadap kemampuan kerja 

Pegawai Negeri Sipil ? 

Jawaban: 
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Nama 

Pangkat/Golongan 

Jabatan 

Bidang/Unit Kerja 

Tingkat Pendidikan 

Alamat 

Tanggal 

Pukul 

Kode lnforman 

TRANSKRIPSI WA WAN CARA 

: ............ s/d ............ . 

:~'~ 
B. Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Asfek Orientasi Pelayanan, 

Integritas, Komitmen, Displin, Kerja Sama dan Kepemipinan 

Bl. Perilaku Kerja Pcgawai Negeri Sipil pada Asfek Orientasi Pelayanan 

1. Apakah penilaian prestasi kerja Anda sudah sesuai dengan sikap dan 

perilaku Anda dalam memberikan pelayanan? 

Jawaban: 

2. Bagaimana sikap dan perilaku Anda dalam membcrikan pelayanan kepada 

masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan instansi lainnya? 

Jawaban: 
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B2. Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Asfek Orientasi Integritas 

1. Apakah penilaian prestasi kerja Anda sudah sesuai dengan kemampuan 

Anda untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi 

kerja? 

Jawaban: 

2. Bagaimana kemampuan Anda untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma 

dan etika dalam organisasi kerja ? 

Jawaban: 

B3. Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Asfek Orientasi Komitmen 

1. Apakah pcnilaian prestasi kerja Anda sudah sesuai dengan kemampuan 

Anda untuk menyeimbangkan antara sikap dan tindakan untuk mewujudkan 

tujuan organisasi dengan mcngutamakan kepentingan dinas di atas 

kepentingan pribadi dan atau golongan ? 

Jawaban: 

2. Bagaimana kemauan dan kemampuan Anda untuk menyeirnhangkan antara 

sikap dan tindakan untuk mewujudkan tujuan orgarnsas1 dengan 

mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi dan atau 

golongan? 

Jawaban: 
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B4. Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Asfek Orientasi Disiplin 

1. Apakah penilaian prestasi kerja Anda sudah sesuai dengan kesanggupan 

Anda untuk mentaati segala kewajiban dan mengindari larangan yang 

ditentukan dalam perundang-undangan atau peraturan kedinasan ? 

Jawaban: 

2. Bagaimana kesanggupan Anda untuk mentaati segala kewajiban dan 

mengindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan atau 

peraturan kedinasan ? 

Jawaban: 

BS. Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Asfck Orientasi Kerja Sama 

1. Apakah penilaian prestasi kerja anda sudah sesuai dengan kemampuan Anda 

untuk bekerja sama dengan rekan kerja. atasan. bawahan baik dalam unit 

kerja ataupun instansi lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diemban? 

Jawaban: 

2. Bagaimana kemauan da kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan 

rekan kerja, atasan, bawahan baik dalam unit kerja ataupun instansi lain 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diem ban? 

Jawaban: 
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B6. Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Asfek Orientasi 

Kepemimpinan 

1. Apakah penilaian prestasi kerja Anda sudah sesuai dengan kemampuan 

Anda untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang 

berkaitan dengan bidang tugas demi tercapainya tujuan organisasi? 

Jawaban: 

2. Bagaimana kemauan dan kemampuan Anda untuk memotivasi dan 

mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugas 

demi tercapainya tujuan organisasi ? 

Jawaban: 
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Lampiran 4 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PEJABAT ESELON III: 

EV ALUASI PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGA WAI 

NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN 

KETAHANAN PANGAN PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

1. Memperkenalkan diri kepada responden, mengemukakan maksud dan 

tujuan dari pengumpulan data dan meminta kesediaan/persetujuan untuk 

menjadi responden serta mengucapkan terimakasih atas kescdiaannya. 

2. Menjelaskan kepada responden bahwa wawancara ini diperlukan untuk 

kepentingan penelitian scmata sehingga jawaban tidak dinilai benar atau 

salah. 

3. Semua hasil wawancara : kornentar, pendapat, pengalaman dan saran serta 

identitas responden dijamin kcrahasiaannya. 

4. Meminta ijin kepada respondcnbahwa selama wawancara dilakukan akan 

direkam dengan menggunakan tape recorder untuk rnembantu melengkapi 

ca ta tan pene 1 i ti. 

5. Melakukan wawancara sesuai dcngan kesepakatan. 

6. Menyimpulkan dan rnengklarifikasi basil wawancara. 

7. Mengakhiri wawancara dengan rncngucapkan terima kasih. 

Data lnforman : 

Nam a 

Pangkat/Golongan 

Jab a tan 

Bidang/Unit Kerja 

Tingkat Pendidikan 
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Alamat 

Tanggal 

Pukul 

Kode lnforman 

: ............ s/d ............ . 
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Lampiran 5 

PEDOMAN WA WAN CARA PENELITIAN EV ALUASI PROSES 

PENILAIAN PREST ASI KERJA PEGA WAI NEGERI SIPIL PADA DIN AS 

PERTANIAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI 

KALIMANT AN UT ARA 

I. ldentitas lnforman 

Nama 

Pangkat/Golongan 

Jabatan 

Bidang/Unit Kerja 

Tingkat Pendidikan 

Alamat 

Tanggal 

Pukul 

Kode lnforman 

II. Prestasi Kerja 

: ............ s/d ............ . 

1. Nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara setelah 

dilakukan penilaian prestasi kerja. 

2. Nilai Perilaku Kerja pegawai setelah dilakukan penilaian prestasi kerja 

yang menyangkut : 

a. Orientasi pelayanan pegawai setelah dilakukan penilaian prestasi 

kerja. 
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b. Integritas pegawai dalam menjalankan tugas setelah diberi 

penilaian prestasi kerja. 

c. Komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas setelah dilakukan 

penilaian prestasi kerja. 

d. Disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas setelah dilakukan 

penilaian prestasi kerja. 

e. Kerjasama pegawai dalam melaksanakan tugas setelah dilakukan 

penilaian prestasi kerja. 

f. Efektivitas Kepemimpinan anak buah bapak dalam melaksanakan 

tugas untuk mencapai tujuan organisasi setelah dilakukan penilaian 

prestasi keja. 

3. Hambatan dan saran bapak tentang pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja di lingkungan kerja. 

4. Faktor-faktor yang mernpcngaruhi proses pelaksanaam penilaian 

prestasi kerja di lingkungan kcrja/instansi bapak. 

5. Efektivitas penilaian prcstasi kerja terhadap kinerja pegawa1 di 

lingkungan kcrja bapak. 

a. Dalam rangka kcnaikan pangkat/promosi jabatan. 

b. Dalam rangka pcningkatan pendidikan dan pelatihan. 

c. Dalam rangka pcmbcrian hukuman disipliner/punishment. 

42739

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lampiran 6 

DAFTARPERTANYAAN 

EV ALUASI PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGA W Al 

NEGERI SIPIL P ADA DIN AS PERT ANIAN KEHUTANAN DAN 

KETAHANAN PANGAN PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

Nama 

Pangkat/Golongan 

Jabatan 

Bidang/Unit Kerja 

Tingkat Pendidikan 

Alamat 

Tanggal 

Pukul 

Kode lnforman 

: ............ s/d ............ . 

1. Menurut Anda, apakah Pegawai Ncgcri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 

sudah dengan baik melaksanakan tugas sesuai dengan Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) ? 

Jawaban: 

2. Menurut Anda, apakah sclama ini PNS di lingkungan Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara di dalam 

melaksanakan tugas atau mcnyelesaikan tugas dan pekerjaannya sudah 

menunjukkan prestasi kerja yang baik ? 

Jawaban: 
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3. Menurut Anda, apakah orientasi pelayanan yang diberikan oleh setiap PNS 

di lingkungan Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sudah baik ? 

Jawaban: 

4. Menurut Anda. apakah intergritas PNS di lingkungan Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sudah baik 

dalam melaksanakan ketatanan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku? 

Jawaban: 

5. Menurut Anda, apakah komitmen PNS di lingkungan Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provins Kalimantan Utara dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya sudah baik ? 

Jawaban: 

6. Menurut Anda, apakah setiap PNS di lingkungan Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sudah dapat 

menerapkan dengan baik disiplin kerja sesua1 dengan peraturan 

kepegawaian yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

sehari- hari ? 

Jawaban: 

7. Menurut Anda, apakah setiap PNS di lingkungan Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sudah dapat 

melaksanakan kerjasama dengan baik dalam setiap menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan? 

Jawaban: 

8. Menurut Anda, apakah masing-masing diri pribadi PNS/pemegang jabatan 

di lingkungan Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi 
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Kalimantan Utara sudah dengan efektif melaksanakan kepemimpinannya 

sesuai dengan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi? 

Jawaban: 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
PENELITIAN: 

WA WAN CARA DEN GAN INFORMAN 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 
PENELITIAN: 

WA WAN CARA DEN GAN INFORMAN 
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I 
I ,,,, .. ,. 

I 

Peneliti bersama Informan (Bapak Ir. Predrick Ellia Gugkang, M.A., Plt.Kepala 
Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara) 
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Peneliti bersama Informan (Bapak Mufied Azwar, S.Pt., Sekretaris Dinas 

Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Prov. Kaltara) 
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Peneliti bersama Informan (Bapak Ir. Mujilun, Kabid Tanaman Pangan dan 
Hortikultura) 
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-

Peneliti bersama Informan (Bapak Muhammad Ishak, S.E., M.M., Kepala Biro 
Kepegawaian dan Diklat Provinsi Kalirnantan Utara) 
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" .. 

Peneliti bersama Informan (Bapak Andi Amriampa, S.Sos .,M.Si., Kasubbag 
Dokumentasi dan Pengolahan Data Kepegawaian Prov. Kaltara) 
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Peneliti bersama Informan (Bapak drh. Muhammad Rais Kahar, M.Si , Kabid 
Peternakan) 
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Peneliti bersama Informan (Ibu Diana Risawaty, S.P., Kabid Ketahanan Pangan) 
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Peneliti bersamal nforman (Bapak Obed Daniel LT, S.Hut. , M.M. , Kabid 
Kehutanan dan Perkebunan) 

i 
! 
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Peneliti bersama lnforman (Bapak drh. Muhammad Rais Kahar, Kabid 
Peternakan) 
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Peneliti bersama Informan (Bapak lrwan,S.Hut. , Kasubbag Umum) 
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Peneliti bersama lnforman (Ibu Fathmi, S.Pt. ,M.Si., Kasi Pembibitan dan 
Budidaya Ternak) 
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Peneliti bersama Informan (Bapak Hairul Anwar, S.Hut. , Kasi Konsumsidan 
Keamanan Pangan) 
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Peneliti bersama Informan (Bapak Suhaeli , S.P., Kasi Ketersediaan, Kerawanan, 
dan Distribusi Pangan) 
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Peneliti bersama lnforman (Bapak lrfanTulak, S.Hut. , Kasubbag Perencanaan 
Program) 
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Peneliti bersama Informan (Bapak Heyden Gunawan Balang, S.P., Kasi 
Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Hasil Hutan) 
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Peneliti bersama Informan (Bapak Teddy Kesuma, S.Hut., Pelaksana) 

42739

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Peneliti bersama lnforman (Ibu Mita Wardah Wati, S. Hut. , Pelaksana) 
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Peneliti bersama lnforman (Bapak Datu Jabal Nurdin, Pelaksana) 
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